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 Suggest is goven for developping  to Kabupaten Magelang be good and focus. 
Government is hoped together all people and must promotion to investor interesting 
with repair SDM, infrastructure, birocration. To develop PDRB with repair SDM 

















KAJIAN TENTANG STATUS, PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN 
POTENSI WILAYAH KABUPATEN MAGELANG  
SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH (1998-2008) 
 
 
 Pembangunan daerah masa selama otonomi daerah menitik beratkan 
pada kemandirian daerah untuk menggali dan mengelola potensi-potensi yang ada di 
wilayahnya, hal tersebut mengacu pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Penelitian yang mengkaji tentang status, perubahan struktur 
ekonomi, dan potensi wilayah Kabupaten Magelang sebelum dan selama otonomi 
daerah (1998-2008) diharapkan mampu memberikan gambaran untuk menetapkan 
suatu kebijakan dalam proses pembangunan di Kabupaten Magelang. 
 Penelitian ini menggunakan data sekunder dari nilai PDRB Kabupaten 
Magelang dan Provinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang yang digunakan antara lain 
Tipologi Klasen, Shift Share, Location Quotient (LQ), Model Rasio Pertumbuhan 
(MRP), dan Overlay.  
  Penelitian yang mengkaji tentang status, perubahan struktur ekonomi, 
dan potensi wilayah Kabupaten Magelang tersebut diketahui bahwa status kondisi 
perekonomian Kabupaten Magelang sebelum dan selama dilaksanakan otonomi 
daerah tergolong daerah relatif tertinggal. Sektor pertanian merupakan sektor dengan 
kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Magelang. Sektor 
Listrik, Gas, dan Air Minum merupakan sektor potensial di Kabupaten Magelang 
yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan kontribusinya, mengingat sektor tersebut 
mempunyai pertumbuhan yang tinggi.  Perekonomian Kabupaten Magelang baik 
masa sebelum maupun selama dilaksanakan otonomi daerah tidak terdapat perubahan 
secara meyakinkan dalam hal bauran industri, keunggulan kompetitif, sektor basis, 
dan non basis, serta sektor potensial.   
 Saran yang dapat diberikan agar pembangunan di Kabupaten Magelang 
dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran yaitu untuk menilai status perekonomian 
daerah yang bergerak dari posisi Daerah Relatif Tertinggal; Daerah Berkembang 
Cepat; Daerah Maju tapi Tertekan; serta Daerah Maju dan Cepat Tumbuh. Maka 
dengan demikian diharapkan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan berbagai 
pihak, yaitu harus mampu mempromosikan daerahnya sehingga menarik minat 
investor baik dalam maupun luar dengan melakukan berbagai perbaikan dari segi 
peningkatan SDM, infrastruktur, birokrasi maupun iklim usaha yang kondusif; upaya 
yang harus dilakukan untuk sektor-sektor yang telah menurunkan PDRB tersebut 
supaya dapat meningkatkan PDRB yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM serta 
memperbaiki teknologi; pemerintah Daerah disarankan untuk memperhatikan 
perkembangan sektor basis dengan tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Pemerintah 
Daerah harus mempromosikan sektor usaha yang menjadi sektor basis keluar daerah 
sehingga untuk menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya guna 
mengembangkan sektor tersebut; upaya pengembangan sektor potensial dapat 
dilakukan dengan memperbaiki serta meningkatkan SDM  selain itu pengoptimalan 
pengelolaan dengan memperbaiki teknologi. 
  
 







A. Latar Belakang Masalah 
 
 Era globalisasi yang berkembang saat ini khususnya globalisasi 
ekonomi, telah menyebabkan terjadinya perubahan–perubahan perekonomian 
sebagai akibat besarnya pengaruh eksternal. Di tingkat regional, pengaruh–
pengaruh tersebut juga secara nyata telah terlihat pada pertumbuhan ekonomi 
Provinsi Jawa Tengah  yang dicerminkan dari nilai Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB). Pengamatan terhadap hal ini sangat penting karena dengan 
memperhatikan perubahan yang terjadi pada PDRB, dapat diperhitungkan 
kecenderungan ekonomi masyarakat, tingkat pertumbuhan serta pergeseran-
pergeseran pada sektor–sektor perekonomian yang akan menentukan 
kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah.  
 Data PDRB Provinsi Jawa Tengah serta pertumbuhan ekonomi pada 
masa sebelum dan selama otonomi daerah yaitu tahun 1997-2008 berikut 
merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kecenderungan ekonomi 
masyarakat, tingkat pertumbuhan serta pergeseran-pergeseran pada sektor–
sektor perekonomian. 
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Tabel. 1.1  PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga 
Konstan Provinsi Jawa Tengah 
 
Tahun Nilai PDRB Pertumbuhan (%) 
1997 43.129.838,90 - 
1998 38.065.273,35 -11,74 
1999 39.394.513,74 3,49 
2000 40.941.667,09 3,92 
2001 118.816.400,29 3,33 
2002 123.038.541,13 3,48 
2003 129.166.462,45 4,98 
2004 135.789.872,31 5,12 
2005 143.051.213,88 5,34 
2006 150.682.654,74 5,33 
2007 159.110.253,77 5,59 
2008 167.790.384,36 5,46 
       Sumber:BPS Prov.Jawa Tengah .Diolah 
 Tabel 1.1 terlihat bahwa PDRB Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga 
konstan secara umum mengalami peningkatan. Meskipun terlihat pada tahun 
1998 pertumbuhan ekonomi sempat mengalami pertumbuhan yang negatif, hal 
ini dikarenakan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan 
tahun 1997. Dengan membandingkan nilai PDRB yang dicapai dari tahun ke 
tahun, maka akan terlihat bagaimana perkembangan tingkat keberhasilan suatu 
pembangunan ekonomi daerah.   
Pembangunan ekonomi merupakan suatu hal yang harus dilakukan 
oleh negara, baik itu negara sedang berkembang maupun negara yang sudah 
maju. Pembangunan harus dipandang sebagai proses multidimensional yang 
mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap 
masyarakat dan institusi–institusi nasional, disamping tetap mengejar 
akselerasi pertumbuhan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan. 
Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau 
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penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman 
kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun keinginan sosial yang ada 
didalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba 
lebih baik, secara materiil, maupun spiritual (Todaro, 2000 :83). 
Pembangunan daerah yang diarahkan untuk mencapai tujuan 
pembangunan nasional, merupakan perwujudan dari wawasan nusantara. 
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 
diarahkan untuk mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar 
daerah, antar desa, antar sektor serta pembukaan dan percepatan pembangunan 
yang akan disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah bersangkutan yang 
diwujudkan didalam pola pembangunan. Dari segi perencanaan pembangunan 
pada dasarnya ada 3 (tiga) aspek yaitu: (i) aspek makro; (ii) aspek sektoral; 
(iii) aspek regional. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan satu sama lainnya 
sehingga perlu dipadukan dengan sebaik-baiknya agar mencapai hasil optimal 
(Sadono Sukirno, 1994:5). 
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah 
ditunjukkan oleh pergeseran peranan pemerintah pusat dari posisi yang sentral 
dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan kepada kemandirian 
daerah. Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan jumlah 
dan jenis–jenis peluang untuk masyarakat daerah. Selain itu pembangunan 
daerah juga ditujukan pada usaha peningkatan kualitas masyarakat, 
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang optimal dan peningkatan taraf 
hidup masyarakat. 
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Pembangunan saat ini diarahkan untuk memacu pemerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta 
meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu 
dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung 
jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.  
Pembangunan daerah pada era otonomi daerah menitik beratkan pada 
kemandirian daerah untuk menggali dan mengelola potensi-potensi yang ada 
di wilayahnya. Dengan diundangkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
maka kewenangan daerah untuk melaksanakan program-program 
pembangunan daerahnya semakin luas. Konsekuensi dari makin luasnya 
kewenangan daerah tersebut, maka prakarsa untuk membuat perencanaan 
pembangunan daerah juga harus lebih baik datang dari daerah sendiri. Para 
perencana daerah diharapkan dapat menyusun rencana-rencana pembangunan 
yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal, ini sejalan dengan semakin 
luasnya penyerahan dan pelimpahan wewenang pemerintahan dari pusat ke 
daerah-daerah. 
Berkenaan dengan perencanaan yang bersifat regional, maka daerah 
diberi kewenangan untuk mengembangkan daerahnya. Kewenangan tersebut 
berupa kewenangan untuk melakukan perencanaan dan mengendalian 
pembangunan regional secara makro yang dilaksanakan oleh Kabupaten, yang 
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perlu mendapat prioritas dalam pembangunan daerah. Hal ini dilakukan agar 
nantinya di dalam melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan 
daerahnya dapat lebih efisien, efektif, dan mencapai hasil yang optimal. 
Kabupaten Magelang merupakan salah satu diantara daerah tingkat II 
di Provinsi Jawa Tengah. Pada hakikatnya pembangunan regional Kabupaten 
Magelang merupakan perwujudan kehendak masyarakat sendiri sesuai dengan 
latar belakang dan potensi wilayahnya. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi 
di  suatu daerah, dimana besarnya pertumbuhan provinsi mempengaruhi 
peningkatan PDRB Kabupaten Magelang. Hal ini terlihat dari tabel 1.2 
berikut: 
Tabel. 1.2  PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Magelang 
Tahun 1998-2008  













    Sumber: BPS. Kab.Magelang  
  Tabel 1.2 terlihat bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto 
Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 
2008, nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Magelang mencapai 
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3.761.388,59 juta. Dalam proses pembangunan sangat dimungkinkan 
terjadinya pergeseran dan perubahan struktur ekonomi. Hal tersebut 
menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi di suatu 
daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah 
Kabupaten Magelang harus bijaksana dalam mengambil suatu keputusan guna 
mencapai pembangunan ekonomi daerah Magelang.  
Berdasarkan dari penalaran tersebut, maka adalah relevan apabila 
dilakukan suatu penelitian yang menganalisis perubahan status maupun 
struktur ekonomi di Kabupaten Magelang. Selain itu studi ini bermaksud 
untuk menganalisis kondisi dan potensi sektor–sektor  ekonomi yang terdapat 
di Kabupaten Magelang, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menentukan 
sektor mana saja yang menjadi sektor potensial, sehingga perlu mendapatkan 
perhatian karena sektor tersebut mengalami perkembangan tetapi kontribusi 
rendah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul ” 
Kajian Tentang  Status, Perubahan Struktur Ekonomi dan Potensi Wilayah 




B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, dirumuskan 
permasalahan penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah status perekonomian di Kabupaten Magelang, masa 
sebelum dan selama otonomi daerah ? 
2. Apakah terjadi perubahan struktur ekonomi  di Kabupaten Magelang, 
masa sebelum dan selama otonomi daerah? 
3. Sektor apakah yang termasuk dalam klasifikasi sektor basis di Kabupaten 
Magelang, masa sebelum dan selama otonomi daerah?  
4. Sektor apakah yang merupakan sektor potensial di Kabupaten Magelang, 
masa sebelum dan selama otonomi daerah?  
C. Tujuan Penelitian 
  Penelitian ini mempunyai tujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui bagaimana status perekonomian di Kabupaten 
Magelang, masa sebelum dan selama otonomi daerah. 
2. Untuk mengetahui apakah terjadi perubahan struktur ekonomi  di 
Kabupaten Magelang, masa sebelum dan selama otonomi daerah. 
3. Untuk mengetahui sektor apakah yang termasuk dalam klasifikasi sektor 
basis di Kabupaten Magelang, masa sebelum dan selama otonomi daerah. 
4. Untuk mengetahui sektor apakah yang merupakan sektor potensial di 
Kabupaten Magelang, masa sebelum dan selama otonomi daerah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Ilmu Pengetahuan  
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Bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang Ekonomi Regional dan 
Perencanaan Pembangunan, penelitian ini diharapkan memberikan 
pengetahuan empiris tentang pergeseran status perekonomian, perubahan 
struktur ekonomi dan pengidentifikasian sektor-sektor potensial dengan 
menggunakan model – model ekonomi regional. 
2. Bagi Pemerintah Daerah 
Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
gambaran mengenai kondisi perekonomian serta sektor-sektor ekonomi 
yang berkembang diwilayahnya, sehingga penelitian ini bisa menjadi 
pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan di 
Kabupaten Magelang. 
3. Bagi Penulis  
Bagi penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 
pengetahuan praktis dan empiris dalam menerapkan teori-teori yang 
didapatkan dalam dunia perkuliahan. 
4. Bagi Pembaca 
Bagi pembaca merupakan bahan informasi sebagai kajian dan referensi 








A.  Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi 
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1. Pembangunan Ekonomi 
  Pembangunan Ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang 
menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat 
meningkat dalam jangka panjang (Suryana, 2000:3). Definisi ini 
mengandung tiga unsur, yaitu (1) pembangunan ekonomi sebagai suatu 
proses berarti perubahan yang terus menerus yang didalamnya telah 
mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru. (2) usaha 
untuk meningkatkan pendapatan per kapita. (3) kenaikan pendapatan per 
kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. 
 Menurut Todaro keberhasilan suatu pembangunan ekonomi 
ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu : (1) berkembangnya kemampuan 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs), (2) 
meningkatkan harga diri (self-esteem), dan (3) meningkatnya kemampuan 
masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) (Arsyad,1999:5-6). 
 Berangkat dari definisi tersebut, maka dapat dilihat tujuan dari 
pembangunan ekonomi suatu daerah, yaitu untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dari suatu tahap pembangunan, ke tahap 
pembangunan berikutnya, melalui peningkatan pendapatan per kapita riil 
dan diikuti oleh perubahan struktur ekonomi nasional. 
 2. Pertumbuhan Ekonomi 
  Dalam perkembangannya pertumbuhan ekonomi sering kali diartikan 
sama dengan pembangunan ekonomi oleh pakar ekonomi yaitu sebagai 
kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto 
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(PNB) saja. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi berbeda dengan 
pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan 
PDB atau PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau 
lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan 
struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999:7). 
B. Pembangunan Sebagai Transisi dan Transformasi 
 Pembangunan ekonomi dilihat sebagai suatu proses peralihan 
(transisi) dari satu tingkat ekonomi tertentu yang masih bercorak sederhana 
menuju ke tingkat ekonomi yang lebih maju yang mencakup kegiatan yang 
beranekaragam. Pembangunan ekonomi sebagai transisi yang ditandai oleh 
suatu transformasi mengandung perubahan yang mendasar pada struktur 
ekonomi. 
 Secara umum transformasi sering ditandai oleh peralihan dan 
pergeseran dari kegiatan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, 
pertambangan dan penggalian (sektor primer) ke sektor industri pengolahan, 
industri listrik, gas dan air bersih, serta konstruksi (sektor sekunder) atau ke 
sektor pengangkutan dan perhubungan, sektor perdagangan, serta sektor-
sektor jasa-jasa (sektor tersier). Begitu pula terdapat perbedaan pada laju 
pertumbuhan diantara sektor-sektor kegiatan yang bersangkutan. Dalam 
hubungan ini terjadi pergeseran diantara peranan masing-masing sektor dalam 
komposisi produk nasional. 
C. Pengertian Daerah dan Perencanaan Pembangunan Daerah 
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 Daerah merupakan wilayah yang mempunyai batas secara jelas 
berdasarkan yuridiksi administratif (Robinson, 2003:92). Perencanaan 
pembangunan daerah dimaksudkan agar semua daerah dapat melaksanakan 
pembangunan secara proporsional dan merata sesuai dengan potensi yang ada 
di daerah tersebut. Manfaat perencanaan pembangunan adalah untuk 
pemerataan pembangunan atau perluasan dari pusat ke daerah. Bila 
perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan daerah berkembang 
dengan baik maka diharapkan bahwa kemandirian daerah dapat tumbuh dan 
berkembang sendiri atau mandiri atas dasar kekuatan sendiri. Dengan 
demikian maka kenaikan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah 
tersebut tidak terlalu bergantung dari pusat tapi relatif cukup dari daerah yang 
bersangkutan. 
D. Pengembangan dan Pertumbuhan Daerah 
   Pengembangan ekonomi suatu daerah ialah pergeseran fundamental 
aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan ekonomi dan pergeseran 
mendasar dalam kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi disuatu daerah.  
Artinya, pergeseran itu menyangkut manusia dan kegiatannya selaku produsen 
dan konsumen. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi daerah pada 
prinsipnya merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai pihak yaitu 
pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara bersama-sama 
mengelola sumber daya dan membangun serta membina hubungan kemitraan 
antar pelaku dan antar sektor ekonomi yang terlibat dengan sasaran 
berkembangnya peluang-peluang dan pilihan-pilihan sebagai indikasi 
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kemajuan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Perkembangan 
tersebut secara berantai mendorong kemajuan berbagai sektor (Sidin, 
2001:19).  
   Masalah Pembangunan Daerah banyak menarik perhatian para ahli 
ekonomi untuk melakukan beberapa kajian dan penelitian. Todaro (2000) 
mengemukakan masalah pokok pembangunan daerah terletak pada penekanan 
terhadap kebijakan–kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan 
daerah (endogenous development) dengan memanfaatkan SDM (Sumber Daya 
Manusia) kelembagaan dan sumber daya fisik lokal. 
   Pertumbuhan ekonomi regional/daerah lebih ditekankan pada 
pengaruh perbedaan karakteristik daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Namun demikian pertumbuhan ekonomi nasional dan regional juga memiliki 
ciri yang sama yaitu memberikan tekanan pada unsur waktu yang merupakan 
faktor penting dalam analisis pertumbuhan ekonomi. 
E. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan di Daerah 
 Ada 4 (empat) peran yang dapat diambil pemerintah daerah dalam 




 Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha 
bisnis. Pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri 
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(BUMD). Aset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih 
baik sehingga secara ekonomis menguntungkan. 
2. Koordinator 
Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan 
kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di 
daerahnya. Dalam peranannya sebagai koordinator, pemerintah daerah 
bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, 
dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran ekonomi, rencana-
renacana, dan strategi-strategi.  
3. Fasilitator 
  Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan 
lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. 
Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan 
serta pengaturan penetapan daerah (zoning) yang lebih baik. 
4. Stimulator 
Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan 
usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi 
perusahaa-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar 
perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. 
Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara antara lain: pembuatan brosur-
brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan outlets untuk produk-
produk industri kecil, membantu industri-industri kecil melakukan 
pameran. 
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F. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah 
  Strategi pembangunan ekonomi sangat penting dan strategi 
pembangunan ekonomi mempunyai beberapa tujuan. Tujuan dari strategi 
pembangunan ekonomi tersebut antara lain : Pertama, mengembangkan 
lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang. Kedua, mencapai stabilitas 
ekonomi daerah. Ketiga, mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan 
kerja yang beragam. 
  Strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan 
menjadi empat kelompok besar yaitu (Arsyad, 1999:122) : 
1. Strategi Pengembangan Fisik / Lokalitas  
 Melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik/lokalitas daerah 
yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri dan 
perdagangan, pemerintah daerah akan berpengaruh positif bagi 
pengembangan dunia usaha daerah. Secara khusus, tujuan strategi 
pembangunan fisik/lokalitas ini adalah untuk menciptakan identitas 
daerah/kota, memperbaiki basis pesona (amenity base) atau kualitas hidup 
masyarakat, dan upaya untuk memperbaiki dunia usaha daerah.  
 
 
2. Strategi Pengembangan Dunia Usaha 
 Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam 
perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi, atau 
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daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk 
menciptakan perekonomian daerah yang sehat. 
3. Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia 
Sumberdaya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses 
pembangunan ekonomi. Oleh karena peningkatan kualitas dan 
keterampilan sumberdaya manusia adalah suatu keniscayaan. 
4. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat 
Kegiatan pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang 
ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat daerah 
tertentu. Dalam bahasa populer sekarang ini sering juga dikenal dengan 
istilah kegiatan pemberdayaan (empowerment) masyarakat. Kegiatan-
kegiatan seperti ini berkembang marak di Indonesia belakangan ini karena 
ternyata kebijakan umum ekonomi yang ada tidak mampu memberikan 
manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kegiatan 
ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial, misalnya melalui proyek-
proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau 




G. Teori-teori Pembangunan Daerah 
1. Teori Lokasi 
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 Terdapat tiga kelompok dalam pemaparan tentang teori lokasi. 
Kelompok pertama sering dinamakan sebagai pembela prinsip-prinsip 
Least Cost Theory yang menekankan analisa pada aspek produksi dan 
mengabaikan unsur pasar dan permintaan. Analisa dari aliran  Least Cost 
Theory didasarkan pada asumsi pokok antara lain : a). Lokasi pasar dan 
sumber bahan baku telah tertentu, b) sebagai bahan baku adalah Localized 
materials, c) tidak terjasi perubahan teknologi, d) ongkos transpor tetap 
untuk setiap kesatuan produksi dan jarak. Kelompok kedua dinamakan 
Market Area Theory dinamakan faktor permintaan lebih penting artinya 
dalam pemilihan lokasi. Teori ini disusun atas dasar beberapa asumsi 
utama yaitu : a) konsumen terbesar secara merata keseluruhan tempat, b) 
bentuk persamaan permintaan dianggap sama, dan c) ongkos angkut untuk 
setiap kesatuan produksi dan jarak adalah sama. Kelompok yang ketiga 
dinamakan Bid Rent Theory, dimana pemilihan lokasi perusahaan industri 
lebih banyak ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk menyewa 
tanah. Teori ini lebih banyak berlaku di daerah perkotaan yang harga dan 
sewa tanah sangat tinggi. Teori ini juga disusun atas dasar beberapa 
asumsi tertentu yaitu : a) terdapat seluas tanah yang dapat dimanfaatkan 
dan tingkat kesuburan yang sama, b) di tengah tanah tersebut terdapat 
sebuah pusat produksi dan konsumsi, c) ongkos angkut sama untuk setiap 
kesatuan jarak produksi, d) harga barang produksi juga sama untuk setiap 
jenis produksi, e) tidak terjadi perubahan teknologi (Hendra Esmara, 
1985:327). 
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 Teori lokasi ini pada intinya mengemukakan tentang pemilihan 
lokasi yang dapat meminimumkan biaya. Lokasi optimum dari suatu 
perusahaan industri pada umumnya terletak di mana permintaan 
terkonsentrasi (pasar) atau pada sumber bahan baku. Alasan ini adalah bila 
sutu perusahaan industri memilih lokasi pada salah satu kedua tempat 
tersebut, maka ongkos angkut untuk bahan baku atau hasil produksi akan 
dapat dirasakan manfaatnya (Arsyad, 1999:117).  
 2. Teori Basis Ekonomi 
  Teori ini didasarkan pada sudut pandang teori lokasi, yaitu bahwa 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan banyak ditentukan oleh jenis 
keuntungan lokasi yang selanjutnya dapat digunakan oleh daerah  tersebut 
sebagai kekuatan ekspor. Hal ini berarti, dalam menentukan strategi 
pembangunan harus disesuaikan dengan keuntungan lokasi yang dimiliki 
guna meningkatkan pertumbuhan suatu daerah. Teori basis ekonomi 
menyederhanakan perekonomian menjadi 2 (dua) sektor yaitu: sektor basis 
dan sektor bukan basis. Suatu kegiatan/sektor dikatakan sebagai sektor 
basis jika kegiatan tersebut mampu mengekspor barang dan jasa keluar 
daerah perekonomian atau menjual kepada daerah-daerah yang datang dari 
luar perekonomian yang bersangkutan. Sektor basis berperan sebagai 
faktor penggerak utama, dimana setiap perubahan yang terjadi dalam 
aktivitas ekonomi tersebut akan menimbulkan dampak pengganda 
(multiplier) terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/daerah. 
Sedangkan sektor non basis adalah kegiatan/sektor barang atau jasa yang 
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dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh sektor ekonomi basis yang berada 
dalam batas perekonomian wilayah/daerah. 
 3. Teori Ekonomi Neo Klasik 
  Teori ini melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat 
menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu 
banyak mencampuri/mempengaruhi pasar. Tingkat pertumbuhan berasal 
dari 3 sumber yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga 
kerja, dan peningkatan teknologi (Robinson, 2003:50).  Peranan teori 
ekonomi neo klasik ini tidak terlalu besar dalam menganalisis 
pembangunan daerah (regional) karena teori ini tidak memiliki dimensi 
spasial yang signifikan. Namun memberikan 2 konsep pokok dalam 
pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (equilibrium) dan 
mobilitas faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai 
keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa pembatasan. 
Sehingga modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju 
daerah berupah rendah. 
 4. Teori Tempat Sentral 
  Teori tempat sentral (Central Place Theory) menganggap bahwa ada 
hierarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat–
tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya (industri dan 
bahan baku ). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang 
menyediakan jasa-jasa bagi penduduk yang mendukungnya. Teori tempat 
 36 
sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di 
daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan (Arsyad, 1999:117). 
  Dampak dari adanya tempat sentral ini adalah aglomerasi industri. 
Keuntungan dari adanya aglomerasi industri ini adalah : pertama yaitu 
semacam keuntungan yang dapat timbul karena pusat pengembangan 
memungkinkan perusahaan industri yang tergabung di dalamnya 
beroperasi dengan skala besar, karena adanya jaminan sumber bahan baku 
dan pasar. Kedua, yaitu adanya saling keterkaitan antar industri sehingga 
kebutuhan bahan baku dan pemasaran dapat dipenuhi dengan menyalurkan 
ongkos angkut yang minimum. Ketiga, yaitu timbulnya fasilitas sosial dan 
ekonomi dapat digunakan secara bersama-sama sehingga pembebanan 
ongkos untuk masing-masing perusahaan industri dapat dilakukan 
serendah mungkin (Hendra Esmara, 1985:336).  
 5. Teori Kausasi Kumulatif 
  Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk 
menunjukkan konsep dasar dari teori kausasi kumulatif ini. Dengan kata 
lain, kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperoleh kesenjangan antar 
daerah-daerah tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa daerah maju 
mengalami keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah-daerah 
lain. Hal ini oleh Myrdal (1957) dikenal sebagai backwash effect. 
 6. Model Daya Tarik 
  Teori daya tarik adalah model pembangunan ekonomi yang paling 
banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya 
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adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya 
terhadap industrialisasi melalui pemberian subsidi dan insentif. (Arsyad, 
1999:118). 
 7. Teori Perubahan Struktural 
  Teori perubahan struktural adalah bahwa pembangunan merupakan 
suatu proses pertumbuhan dan perubahan yang dapat diamati, yang ciri–
ciri pokoknya sama disemua negara. Meskipun demikian model tersebut 
mengakui bahwa perbedaan–perbedaan dapat saja terjadi diantara satu 
negara berkembang dengan yang lain dalam hal langkah–langkah yang 
ditempuhnya serta pola umum pembangunannya, yang semuanya 
ditentukan oleh sejumlah faktor. Adapun faktor–faktor yang 
mempengaruhi kelancaran proses pembangunan pada umumnya adalah 
jumlah dan jenis sumber daya alam yang dimiliki masing–masing negara, 
ketepatan rangkaian kebijakan dan sasaran yang ditetapkan oleh 
pemerintah setempat, tersedianya modal dan teknologi dari luar, serta 
kondisi–kondisi lingkungan perdagangan internasional. Ada dua teori 
utama yang mengemukakan teori perubahan struktural, yaitu Arthur Lewis 
dan Hollis B. Chenery (Todaro, 1998:100). 
a. Model Arthur Lewis 
 Teori Pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas 
proses pembangunan ekonomi yang terjadi antara daerah perkotaan 
dan pedesaan (urban). Dalam teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa 
perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu 
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perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi oleh sektor 
pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri 
sebagai sektor utama. 
  Model ini memfokuskan perhatian pada terjadinya proses 
peralihan tenaga kerja, serta pertumbuhan output dan peningkatan 
penyerapan tenaga kerja di sektor yang modern. Terjadinya percepatan 
perluasan tersebut ditentukan oleh tingkat investasi di bidang industri 
dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern. 
b. Model Chenery 
  Pada dasarnya sama dengan model Lewis, perhatian utama 
analisis Chenery (1960) adalah pada perubahan struktur dalam tahap 
proses perubahan ekonomi di negara sedang berkembang yang 
mengalami transformasi dari pola perekonomian agraris ke pola 
perekonomian industri (Kuncoro, 1997:57-61). 
H. Konsep Otonomi Daerah 
1. Definisi Otonomi Daerah 
  Dalam UU No. 32 tahun 2004, pengertian otonomi daerah adalah 
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan 
memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah dimasa 
lampau yang menganut prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab, 
dengan penekanan pada otonomi yang lebih mengutamakan kewajiban 
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dari pada hak, maka dalam undang-undang ini pemberian kewenangan 
otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota didasarkan pada asas 
desentralisasi dalam wujud otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan 
bertanggung jawab. 
2. Landasan Otonomi Daerah 
  Otonomi daerah sebagai perwujudan sistem penyelenggaraan 
pemerintahan yang berdasarkan atas asas desentralisasi yang diwujudkan 
dengan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab dilaksanakan dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diatur kerangka 
landasannya dalam UUD 1945 antara lain : (i)Pasal 1 ayat 1yang berbunyi 
: ”Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. (ii) 
Pasal 18 yang menyatakan :” Pembagian daerah di Indonesia atas daerah 
besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan 
dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar-dasar 
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul 
dalam daerah yang bersifat istimewa.” 
3. Tujuan Otonomi Daerah 
  Otonomi daerah dalam pelaksanaannya ditujukan untuk 
memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 
bahwa tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk 
memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan untuk mempercepat terwujudnya kebutuhan 
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masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta 
masyarakat. Disamping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya 
saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah, 
juga perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan 
antar pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
I. Keterkaitan antara Otonomi Daerah dan Implementasi Teori Basis 
Ekonomi 
 
 Otonomi daerah memberi keleluasaan pada daerah untuk 
mengusahakan kepentingannya sendiri, tanpa campur tangan berlebih dari 
pusat yang berarti kemandirian daerah mutlak untuk diusahakan. Demikian 
juga dalam aspek pembangunan daerah, pemerintah daerah otonom harus 
pandai dalam menganalisis kelebihan, kekurangan, peluang serta tantangan 
dan hambatan yang dihadapi sehingga tujuan dari pembangunan daerah yakni 
kesejahteraan masyarakat dapat tercapai (UU No.32 Tahun 2004). Namun 
kondisi daerah yang heterogen berimplikasi pada perbedaan corak 
pembangunan daerah yang diterapkan karena setiap daerah memiliki akar 
permasalahan dan faktor pendukung pembangunan yang berlainan. 
  Salah satu parameter keberhasilan pembangunan adalah 
pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat dengan tujuan agar mampu 
meningkatkan jenis dan peluang kerja untuk masyarakat daerah (Arsyad, 
1999:109).  Disinilah peran dari teori basis ekonomi dalam pembangunan 
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ekonomi daerah, karena teori ini menyatakan faktor penentu utama 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan 
akan barang dan jasa dari luas daerah (ekspor) (Arsyad, 1999:116). 
Penggunaan analisis basis dan non basis dalam teori basis ekonomi dapat 
digunakan untuk meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan 
alamiahnya (Robinson, 2003:27). 
J. Penelitian Sebelumnya 
    Diana Astuti (2002) dengan penelitiannya yang berjudul ”Analisis 
Perubahan Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan di Kabupaten 
Sleman”. Penelitian ini menggunakan Analisis Shift Share beserta modifikasi-
modifikasinya, Analisis Location Quotient dan Analisis Overlay dengan 
mengunakan data PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan PDRB 
Kabupaten Seleman. Dan hasil penelitian ini terdapat 4 sektor yang dapat 
dikategorikan sebagai suatu kegiatan yang sangat dominan (sektor unggulan) 
yaitu sektor listrik, gas, dan air minum; sektor bangunan/konstruksi; sektor 
perdagangan, restoran dan hotel serta sektor keuangan, persewaan dan jasa 
perusahaan. 
    Dwi Setyo Utomo (2005) dengan penelitiannya yang berjudul 
”Identifikasi dan Analisis Sektor-sektor Ekonomi Unggulan Di Kabupaten 
Gunung Kidul Era Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah”, memiliki 
kesimpulan bahwa antara era sebelum otonomi daerah dan era sesudah/selama 
otonomi daerah, sektor basis di Kabupaten Gunung Kidul meliputi : sektor 
pertanian, dan sektor pertambangan, dan galian; sektor yang mempunyai daya 
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tumbuh cepat meliputi: sektor listrik, gas, dan air bersih,dan sektor 
bangunan/konstruksi; sektor yang mempunyai daya saing lebih tinggi 
meliputi, sektor pertambangan dan galian, dan sektor industri pengolahan. 
Sedangkan sektor yang mempunyai pertumbuhan yang menonjol di 
Kabupaten Gunung Kidul hanya sektor listrik,gas, dan air bersih. 
    Aprilia Roski Grahani (2008) dengan penelitiannya yang berjudul 
”Analisis Sektor Potensial Ekonomi Kabupaten Karanganyar Sebelum dan 
Sesudah Otonomi Daerah (1997-2007)”, memiliki kesimpulan bahwa sektor 
yang memberikan kontribusi terbesar di Kabupaten Karanganyar baik sebelum 
dan sesudah otonomi daerah  adalah sektor industri pengolahan, pertanian, 
perdagangan, jasa-jasa. Sedangkan sektor yang memiliki laju pertumbuhan 
positif di Kabupaten Karanganyar  sebelum otonomi daerah antara lain sektor 
listrik,gas, dan air, perdagangan, pertambangan,dan penggalian, pengangkutan 
dan komunikasi, jasa-jasa. Namun setelah otonomi daerah  sektor yang laju 
pertumbuhannya tinggi antara lain sektor pertanian, listrik,gas,dan air, 
keuangan, industri pengolahan. 
K. Kerangka Pemikiran 
    Perekonomian suatu daerah perlu ditinjau dan dikembangkan menuju 
perekonomian yang tepat sasaran. Kinerja aktivitas perekonomian dapat 
diamati melalui angka PDRB. Perekonomian Kabupaten Magelang dapat 
dilihat dari PDRB Kabupaten Magelang dan PDRB Jawa Tengah sebagai 
pendukung didalam menganalisis perkembangan yang terjadi dalam aktivitas 
perekonomian Kabupaten Magelang. Nilai PDRB merupakan cermin dari 
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kegiatan sektor-sektor ekonomi yang terjadi di Kabupaten Magelang. Sektor-
sektor tersebut digolongkan kedalam sektor primer yang menggarap sumber 
daya alam, sedangkan sumber daya alam ini ada yang dapat diperbaharui dan 
tidak dapat diperbaharui, sektor sekunder merupakan sektor yang bercorak 
modern atau lebih terfokus pada industrialisasi, dan sektor tersier merupakan 
sektor pelengkap yang lebih cenderung pada kegiatan jasa. Angka-angka yang 
tercermin dalam PDRB dapat dilihat dan ditentukan status kondisi 
perekonomian, perubahan struktur dan  dapat ditentukan sektor yang tergolong 
basis dan potensial. Penentuan-penentuan tersebut dapat dihitung dengan 
metode analisis Tipologi Klasen, Shift Share Klasik, LQ, MRP dan Overlay. 
Dengan menggunakan metode analisis yang tepat akan dapat mendukung 
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Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran  




Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Diduga status perekonomian di Kabupaten Magelang, masa sebelum dan  




















2. Diduga tidak terjadi perubahan struktur perekonomian di Kabupaten 
Magelang, masa sesbelum dan selama otonomi daerah. Sehingga struktur 
perekonomian di Kabupaten Magelang tetap. 
3. Diduga sektor pertanian merupakan sektor basis di Kabupaten Magelang, 
masa sebelum dan selama otonomi daerah. 
4. Diduga sektor listrik, gas, dan air minum merupakan sektor potensial di 

























A. Ruang Lingkup Penelitian 
  Wilayah yang menjadi daerah penelitian adalah Kabupaten Magelang serta 
instansi yang mendukung penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik 
 46 
Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini mengkaji 
tentang status, perubahan struktur dan potensi wilayah di Kabupaten 
Magelang dari tahun 1998-2008. Peneliti ini dikategorikan menjadi dua 
periode, yakni periode sebelum otonomi daerah (1998-2000) dan periode 
selama otonomi daerah (2001-2008). 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai data 
sekunder yaitu data runtut waktu (time series) dari nilai PDRB (Produk 
Domestik Regional Bruto) Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah 
selama kurun waktu 1998 sampai tahun 2008. Data tersebut diperoleh dari 
beberapa sumber, dengan cara mengambil data-data statistik yang telah ada 
dan dokumen-dokumen lain yang terkait dan yang diperlukan. Dalam hal ini 
buku-buku statistik yang diterbitkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) 
Kabupaten Magelang dan BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Tengah 
yang merupakan sumber yang relevan dengan penelitian ini. 
 
C. Definisi Operasional Variabel  
 Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang  
 PDRB Kabupaten Magelang adalah nilai tambah dari barang dan jasa yang 
diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi Kabupaten Magelang dalam 
jangka waktu satu tahun (Kantor Pusat Statistik Magelang). 
 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 
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 Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita 
dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan ekonomi akan diukur melalui 
indikator perkembangan PDRB dari tahun ke tahun. PDRB dapat 
digunakan sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi pembangunan 
daerah atau wilayah tersebut. Kenaikan PDRB yang tinggi mencerminkan 
bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tinggi, sebaliknya jika kenaikan 
PDRB rendah atau bahkan negatif maka daerah tersebut mempunyai 
pertumbuhan yang rendah bahkan merosot. 
 3. Pendapatan Perkapita 
  Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk. Pendapatan 
perkapita suatu tahun tertentu adalah pendapatan regional pada tahun itu 
dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. 
 4. Nilai Tambah Per Sektor  
Nilai tambah per sektor adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh tiap-tiap 
sektor produktif dalam waktu tertentu. Besarnya nilai tambah diukur 
dengan satuan rupiah dan merupakan balas jasa atas pemakaian faktor-
faktor produksi dan merupakan selisih antara output dan input. Nilai 
tambah menunjukkan sumbangan sebenarnya dari tiap-tiap sektor dalam 
PDRB. 
5. Sektor Basis 
 Sektor basis adalah sektor ekonomi yang mampu memenuhi semua 
kebutuhan di daerahnya sendiri dan mampu mengekspor ke daerah lain, 
serta dominan jika dilihat dari pertumbuhan dan dari sektor kontribusi. 
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 6. Sektor Potensial 
 Sektor potensial adalah sektor yang pertumbuhannya dominan tetapi 
kontribusinya kecil. 
7. Status Perekonomian 
Status perekonomian menunjukkan tingkat perekonomian suatu daerah 
berdasarkan perbandingan pendapatan perkapita dan pertumbuhan 
ekonomi daerah studi dengan daerah referensi. 
8. Perubahan Struktur Ekonomi  
Perubahan struktur ekonomi  adalah perubahan susunan/komposisi atau 
penyebaran distribusi dari kegiatan ekonomi secara sektoral. 
9. Potensi Wilayah/Daerah  
Potensi wilayah/daerah adalah suatu wilayah/daerah memiliki tingkat 
keunggulan pada suatu sektor tertentu jika daerah yang bersangkutan 
mempuyai potensi yang lebih besar untuk tumbuh dibandingkan daerah 
lainnya dalam satu provinsi. 
D. Metode Analisis 
 
1. Tipologi Klasen  
 Analisis ini pada dasarnya membagi daerah berdasarkan 2 indikator 
utama yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita 
daerah.  
 PDRB Perkapita 
 
 
Pertumbuhan ( XD ) 
 
XX i <  
 
XX i ³  
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Daerah Maju dan Cepat 
Tumbuh 
 
XX i D<D  
 
 
Daerah Relatif Tertinggal 
 
 
Daerah Maju tapi Tertekan 
 Dimana : 
iX  : PDRB Per Kapita di salah satu daerah / wilayah 
X : PDRB Per Kapita di Daerah / Wilayah yang lebih tinggi 
D  : Tingkat Pertumbuhan  ( ( )[ ] %100/ 11 xXXXX itititi ---=D ) 
iXD : Pertumbuhan PDRB di salah satu daerah / wilayah 
XD : Pertumbuhan PDRB di daerah / wilayah yang lebih tinggi 
Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai vertikal dan 
rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang 
diamati dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi.  
Rumus ini mempunyai makna: 
a. Suatu daerah/wilayah yang mempunyai tingkat pertumbuhan PDRB 
lebih kecil dari tingkat pertumbuhan PDRB di daerah/wilayah yang 
lebih tinggi, dan mempunyai PDRB Perkapita yang juga lebih kecil 
dari PDRB Perkapita daerah/wilayah yang lebih tinggi; maka 
perekonomian di daerah yang bersangkutan dikategorikan sebagai 
Daerah Relatif Tertinggal. 
b. Suatu daerah/wilayah yang mempunyai tingkat pertumbuhan PDRB 
lebih kecil dari tingkat pertumbuhan PDRB di daerah/wilayah yang 
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lebih tinggi, namun mempunyai PDRB Perkapita yang lebih besar dari 
PDRB Perkapita didaerah/wilayah yang lebih tinggi; maka 
perekonomian daerah/wilayah yang bersangkutan dikategorikan 
sebagai Daerah Maju tapi Tertekan. 
c. Suatu daerah/wilayah yang mempunyai tingkat pertumbuhan PDRB 
lebih besar dari tingkat pertumbuhan PDRB di daerah/wilayah yang 
lebih tinggi, namun mempunyai PDRB Perkapita yang lebih kecil dari 
PDRB Perkapita didaerah/wilayah yang lebih tinggi; maka 
perekonomian daerah/wilayah yang bersangkutan dikategorikan 
sebagai Daerah Berkembang Cepat. 
d. Suatu daerah/wilayah yang mempunyai tingkat pertumbuhan PDRB 
lebih besar dari tingkat pertumbuhan PDRB di daerah/wilayah yang 
lebih tinggi, dan mempunyai PDRB Perkapita yang lebih besar dari 
PDRB Perkapita didaerah/wilayah yang lebih tinggi; maka 
perekonomian daerah/wilayah yang bersangkutan dikategorikan 
sebagai Daerah Maju dan Cepat Tumbuh. 
2. Analisis Shift Share Klasik 
 Analisis Shift Share Klasik digunakan untuk menganalisis faktor-
faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi daerah 
terhadap struktur ekonomi regional atau nasional, sehingga dapat diketahui 
kinerja perekonomian suatu daerah dibandingkan dengan kinerja 
perekonomian regional atau nasional. 
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 Teknik analisis shift share ini membagi pertumbuhan sebagai 
perubahan (D) suatu variabel wilayah seperti kesempatan kerja, nilai 
tambah, pendapatan atau output selama waktu tertentu dalam hal ini akan 
mempengaruhi pertumbuhan provinsi (N), bauran industri atau industri 
mix (M) dan keunggulan kompetitif (C). Pengaruh pertumbuhan provinsi 
disebut pengaruh pangsa pasar (share), pengaruh bauran industri disebut 
proposional shift atau bauran komposisi, sedangkan pengaruh keunggulan 
kompetitif disebut regional share atau deferensial shift. Itulah sebabnya 
disebut teknik shift share. (Prasetyo Soepono, 1993:39-44). 
 Persamaan Shift Share Klasik untuk sektor i di daerah j sebagai berikut: 
ijijijij CMND ++= .............................................................. .....
 (3.1) 
Dimana persamaan tersebut mengandung arti bahwa pertumbuhan PDRB 
( ijD ) merupakan hasil penjumlahan dari pengaruh propinsi ( ijN ), 
pengaruh bauran inustri ( ijM ), dan pengaruh keunggulan kompetitif ( )ijC . 
 Bila analisis tersebut diterapkan pada nilai (E), maka persamaannya : 
 ijijij EED -=
* ..............................................................................
 (3.2) 
 nijij rEN .= ...............................................................................
 (3.3)  




).( inijijij rrEC -= .................................................................................
 (
3.5) 
 Dimana : 
=ijr laju pertumbuhan sektor i di daerah j. 
=inr laju pertumbuhan sektor i di provinsi. 
=nr laju pertumbuhan PDRB provinsi. 
 Laju pertumbuhan PDRB provinsi maupun laju pertumbuhan 
sektor i diaerah j diperoleh dari : 













=ijE  Nilai tambah sektor i di daerah j pada awal tahun analisis. 
=*ijE  Nilai tambah sektor i di daerah j pada akhir tahun analisis. 
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=inE  Nilai tambah sektor i di provinsi pada awal tahun analisis. 
=*inE  Nilai tambah sektor i di provinsi pada akhir tahun analisis. 
=nE  Nilai tambah PDRB provinsi pada awal tahun analisis. 
=*nE  Nilai tambah PDRB provinsi pada akhir tahun analisis. 
  Untuk suatu daerah, pertumbuhan provinsi, bauran industri dan 
keunggulan kompetitif dapat dijumlahkan untuk semua sektor sebagai 
keseluruhan daerah, sehingga persamaan Shift-Share untuk sektor i di 
daerah j  
 )()(. inijijninijnijij rrErrErED -+-+= ...............................................
 (
3.9) 
3. Analisis Location Quotient (LQ) 
 Alat analisis ini digunakan untuk melihat keunggulan sektoral dari 
suatu wilayah dengan wilayah lainnya atau wilayah studi dengan wilayah 
referensi. Analisis Location Quotient dilakukan dengan membandingkan 
distribusi persentase masing-masing sektor di masing-masing wilayah 
kabupaten atau kota dengan provinsi (Arsyad, 1999). 













iktv = Sektor ekonomi pembentuk PDRB wilayah studi 
ktv  = PDRB total wilayah studi 
iPtV = Sektor ekonomi pembentuk PDRB wilayah referensi  
PtV  = PDRB total wilayah referensi 
 Terdapat 3 (tiga) kategori yang dihasilkan dari perhitungan Location 
Quotient (LQ) dalam perekonomian suatu daerah, yaitu: 
a. Jika LQ > 1, maka sektor yang bersangkutan di tingkat wilayah studi 
lebih berspesialisasi atau lebih dominan dibandingkan dengan 
perekonomian wilayah referensi. Sektor ini dalam perekonomian di 
tingkat wilayah studi memiliki keunggulan komparatif dan 
dikategorikan sebagai sektor basis. 
b. Jika LQ = 1, maka sektor yang bersangkutan di tingkat wilayah studi 
maupun ditingkat wilayah referensi memiliki tingkat spesialisasi atau 
dominan yang sama. 
c. Jika LQ < 1, maka sektor yang bersangkutan di tingkat wilayah studi 
kurang berspesialisasi atau kurang dominan dibandingkan dengan 
perekonomian wilayah referensi. Sektor ini dalam perekonomian di 
tingkat wilayah studi tidak memiliki keunggulan komparatif dan 
dikategorikan sebagai sektor  non basis. 
4. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 
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  Model Rasio Pertumbuhan (MRP) digunakan untuk menghitung 
kegiatan ekonomi di wilayah studi (Kabupaten/Kota) dalam perbandingan 
dengan daerah referensi (Provinsi) (Maulana Yusuf, 1999:222). 
























 Dimana : 
 RPs  = Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi  
 RPr  = Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi 
ijED  = Perubahan PDRB sektor i di wilayah studi pada periode t dan t+n. 
rED  =Perubahan PDRB di wilayah referensi pada awal dan akhir tahun 
penelitian 
irED  =Perubahan PDRB sektor i di wilayah referensi pada awal dan akhir 
tahun penelitian 
ijE    = PDRB sektor i di wilayah studi pada awal tahun penelitian 
rE    = PDRB di wilayah referensi pada awal tahun penelitian 
irE   = PDRB sektor i di wilayah referensi pada awal tahun penelitian 
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Jika RPs > 1, maka RPs dikatakan (+), berarti bahwa laju pertumbuhan 
sektor i di wilayah studi lebih besar dari laju pertumbuhan sektor tersebut 
di wilayah referensi. Demikian juga sebaliknya. 
Dari hasil analisis MRP dengan melihat nilai RPr dan RPs akan 
diklasifikasikan sektor-sektor ekonomi dalam empat klasifikasi, yaitu: 
a. Nilai RPr (+) dan RPs (+) berarti kegiatan sektor tersebut pada tingkat 
wilayah referensi (Provinsi Jawa Tengah) dan tingkat wilayah studi 
(Kabupaten Magelang) memiliki pertumbuhan yang menonjol. 
b. Nilai RPr (+) dan RPs (-) berarti kegiatan sektor tersebut pada tingkat 
wilayah referensi (Provinsi Jawa Tengah) memiliki pertumbuhan yang 
menonjol, tetapi tingkat wilayah studi (Kabupaten Magelang) kurang 
menonjol. 
c. Nilai RPr (-) dan RPs (+) berarti kegiatan sektor tersebut pada tingkat 
wilayah referensi (Provinsi Jawa Tengah) memiliki pertumbuhan yang 
kurang menonjol, tetapi ditingkat wilayah studi (Kabupaten Magelang) 
pertumbuhan yang menonjol. 
d. Nilai RPr (-) dan RPs (-) berarti kegiatan sektor tersebut pada tingkat 
wilayah referensi (Provinsi Jawa Tengah) maupun tingkat wilayah 
studi (Kabupaten Magelang) memiliki pertumbuhan yang rendah. 
5. Analisis Overlay 
 Analisis overlay ini dimaksudkan untuk dapat melihat deskripsi 
kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan 
kriteria kontribusi. Teknik analisis yang dilakukan dengan cara 
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menggabungkan hasil perhitungan dengan metode MRP dan hasil 
perhitungan metode LQ, sehingga akan diperoleh hasil yang mewakili 
kriteria pertumbuhan (MRP) dan kriteria kontribusi (LQ). Nilai 
perhitungannya baik MRP maupun LQ jika >1 diberi tanda (+), sedangkan 
untuk nilai < 1 diberi tanda (-).  Terdapat 4 (empat) kemungkinan dalam 
analisis Overlay, yaitu   (Maulana Yusuf, 1999:229):  
a. Apabila Pertumbuhan (MRP) (+) dan kontribusi (LQ) (+), berarti 
bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang unggul karena 
mempunyai tingkat pertumbuhan dan tingkat kontribusi yang tinggi. 
Sektor ini layak mendapatkan prioritas dalam pembangunan. 
b. Apabila Pertumbuhan (MRP) (+) dan kontribusi (LQ) (-), berarti 
bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang potensial karena 
walaupun kontribusinya rendah tetapi tingkat pertumbuhannya tinggi. 
Sektor ini sedang mengalami perkembangan yang perlu mendapat 
perhatian untuk ditingkatkan kontribusinya dalam pembentukan 
PDRB. 
c. Apabila Pertumbuhan (MRP) (-) dan kontribusi (LQ) (+), berarti 
bahwa sektor tersebut masih merupakan sektor yang unggul namun 
ada kecenderungan menurun  karena walaupun kontribusinya tinggi 
tetapi pertumbuhannya rendah.  Sektor ini menunjukkan sedang 
mengalami penurunan,sehingga perlu dipacu pertumbuhannya. 
d. Apabila Pertumbuhan (MRP) (-) dan kontribusi (LQ) (-), berarti bahwa 
sektor tersebut merupakan sektor yang rendah baik dari segi 
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pertumbuhan maupun dari segi kontribusi.. sehingga tidak layak 
menjadi prioritas dalam pembangunan. 
 
 
6. Uji Beda Dua Mean 
  Analisis beda dua mean digunakan untuk mengetahui apakah 
terdapat perbedaan antara masa sebelum dan selama diterapkannya 
otonomi daerah, maka dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut (Djarwanto PS, 1993: 173-211) : 
 a. 21: mm =oH  
 Jika terdapat perbedaan antara masa sebelum dan selama 
diterapkannya otonomi daerah. 
 211 : mm ¹H  
 Jika terdapat perbedaan antara masa sebelum dan selama 
diterapkannya otonomi daerah. 
b. Menentukan level of significance )(a  
c. Rule of test : 
  
  




D å= (3.1) 
-t )1;2/( -na  
 





















 Dimana : 
 
 =D  Mean dari harga 1D  / harga setiap pasang nilai. 
 SD =  Standar deviasi dari harga-harga 1D  / harga perbedaan setiap 
pasang     nilai. 
 n = Banyaknya pasangan nilai. 
 
e. Kesimpulan oH  diterima atau ditolak. 
Jika oH diterima berarti tidak terdapat perbedaan antara masa sebelum 
dan selama diterapkannya otonomi daera, sedangkan jika oH ditolak 
maka 1H  diterima berarti perbedaan antara masa sebelum dan selama 













ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
  Bab ini diawali dengan gambaran umum atau profil dari daerah yang 
dijadikan obyek penelitian yang terdiri dari kondisi geografis, aspek 
demografi, dan aspek ekonomi. Kemudian pada bagian selanjutnya adalah 
hasil analisis dari data-data yang dikumpulkan dari variabel-variabel yang 
digunakan dalam penelitian. 
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 
1. Keadaan Geografis 
  Kabupaten Magelang sebagai suatu kabupaten di Provinsi Jawa 
Tengah, terletak diantara "51'01110 0  dan "'0 5826110  Bujur Timur dan 
antara "13197 '0  dan "'0 16427  Lintang Selatan.  
  Batas-batas wilayah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut: 
a.  Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang 
b.  Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali 
c.  Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan DI. Yogyakarta 
d.  Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo 
e.  Di Tengah  : Kota Magelang 
  Secara administratif, Kabupaten Magelang dibagi menjadi 21 
kecamatan dan terdiri dari 372 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten 
Magelang tercatat sekitar 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas 
Provinsi Jawa Tengah. 
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  Secara topografi dan fisiologi Kabupaten Magelang berupa dataran 
rendah, dataran tinggi, perbukitan, dan gunung-gunung. Terdapat pula 
gunung berapi yang masih aktif dan berpengaruh terhadap tingkat 
kesuburan tanah. 
  Menurut ketinggian Kabupaten Magelang berada diantara 200m 
sampai 1.378m dari permukaan laut. Ketinggian tersebut terbagi menjadi : 
 a.  200m  – 500m  : 57,20%  
 b. 501m  – 1000m : 38,10% 
 c. 1001m – 1500m : 4,70% 
 d. >1500m : 0% 
Daerah tertinggi terletak di kecamatan Ngablak dengan ketinggian 1.378 
meter dan terendah kecamatan Ngluwar dengan ketinggian 200 meter. 
Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Magelang tergolong daerah panas, 
sebesar 57,20 persen, daerah sedang sebesar 38,10 persen serta daerah 
sejuk sebesar 4,70 persen. Kondisi daerah di Kabupaten Magelang yang 
sebagian besar berupa daerah panas dengan keadaan tanah yang  subur, 
maka  tanaman yang cocok ditanam di daerah tersebut berupa jenis padi-
padian, tebu. Sedangkan untuk daerah yang tergolong daerah yang sedang 
dan sejuk, cocok ditanami jenis tembakau, kopi, sayuran dan teh. 
 
 
 2. Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja 
a. Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk 
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   Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang, jumlah 
penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2008 sebesar 1.204.974 jiwa 
dengan luas wilayah 1085,73 2km , tingkat kepadatan penduduk di 
Kabupaten Magelang pada tahun 2008 mencapai 1.109 jiwa per 2km . 
Komposisi penduduk di kabupaten Magelang pada tahun 2008 terdiri dari 
laki-laki sebesar 602.275 jiwa atau 49,98 persen dan perempuan sebesar 
602.699 jiwa atau 50,01 persen. Gambaran tentang jumlah penduduk, 
kepadatan penduduk dapat dilihat dalam tabel 4.1. 
Tabel 4.1.  Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Jumlah Penduduk 
dan Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Magelang 










1998 535.142 545.358 1080.500 995 - 
1999 542.031 552.044 1094.075 1.008 1,24 
2000 550.068 550.844 1100.912 1.014 0,62 
2001 558.231 555.016 1113.247 1.025 1,11 
2002 563.085 560.852 1123.937 1.035 0,95 
2003 573.180 573.937 1147.117 1.057 2,02 
2004 578.463 579.252 1157.715 1.066 0,92 
2005 583.871 584.686 1168.557 1.076 0,93 
2006 590.028 589.839 1179.867 1.087 0,96 
2007 591.898 597.064 1188.962 1.095 0,76 
2008 602.275 602.699 1204.974 1.111 1,33 
       Sumber : Kab.Magelang Dalam Angka 1998-2008 
   Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Magelang 
pada tahun 2008, penduduk terpadat berada di kecamatan Muntilan yang 
mencapai 2.560 jiwa per 2km dengan jumlah penduduk sebesar 73.241 
jiwa. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah adalah 
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kecamatan Kajoran dengan kepadatan penduduk 673 jiwa per 2km dengan 
jumlah penduduk sebesar 56.107 jiwa. Gambaran jumlah penduduk, luas 
daerah dan kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan dapat dilihat 
dalam tabel 4.2 
Tabel 4.2.  Jumlah Penduduk, Luas Daerah dan Kepadatan 
Penduduk 











1 Salaman 68,87 68.790 999 
2 Borobudur 54,55 56.149 1.029 
3 Ngluwar 22,44 29.922 1.333 
4 Salaman 31,63 43.759 1.383 
5 Srumbung 53,18 44.916 845 
6 Dukun 53,40 43.610 817 
7 Muntilan 28,61 73.241 2.560 
8 Mungkid 37,40 68.451 1.830 
9 Sawangan 72,37 56.810 785 
10 Candimulyo 46,95 47.470 1.011 
11 Mertoyudan 45,35 96.450 2.127 
12 Tempuran 49,04 47.205 963 
13 Kajoran 83,41 56.107 673 
14 Kaliangkrik 57,34 56.572 987 
15 Bandongan 45,79 55.953 1.222 
16 Windusari 61,65 50.463 819 
17 Secang 47,34 74.961 1.583 
18 Tegalrejo 35,89 51.563 1.437 
19 Pakis 69,56 55.406 797 
20 Grabag 77,16 86.460 1.121 
21 Ngablak 43,80 40.716 930 
    Sumber : Kab.Magelang Dalam Angka 2008 
   Dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Magelang 
dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik berjenis kelamin laki-laki 
maupun perempuan serta tingkat kepadatan penduduk di masing-masing 
kecamatan di Kabupaten Magelang belum merata hal ini terlihat dengan 
wilayah kecamatan yang luas tetapi justru hanya memiliki jumlah 
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penduduk yang sedikit. Dan sebaliknya wilayah yang sempit mempunyai 
penduduk dengan jumlah yang besar. 
b. Ketenaga Kerjaan 
  Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang dapat 
menyumbang dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi 
daerah. Gambaran persentase penduduk Kabupaten Magelang menurut 
lapangan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut : 
Tabel 4.3.  Persentase Penduduk Kabupaten Magelang Berusia 15 
Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan 
Pekerjaan Utama Tahun 2008 
 
Lapangan Pekerjaan Utama Jenis Kelamin L+P 
  Laki-laki Perempuan    
Pertanian 40,98 43,06 41,87 
Pertambangan dan Penggalian 0,88 0,30 0,64 
Industri Pengolahan 11,70 14,01 12,67 
Listrik, Gas, dan Air Minum 0,11 0,00 0,06 
Bangunan 10,91 0,20 6,38 
Perdagangan, Restoran dan Hotel 11,91 26,47 18,07 
Angkutan dan Komunikasi 7,05 0,30 4,19 
Keuangan 1,15 0,41 0,84 
Jasa 14,61 14,65 14,62 
Lainnya 0,70 0,60 0,66 
Total 100,00 100,00 100,00 
          Sumber : Kab.Magelang Dalam Angka 2008 
  Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang mendefinisikan 
penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. 
Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. 
Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk yang 
bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan bukan angkatan 
kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau 
melakukan kegiatan lainnya. 
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  Dilihat dari mata pencahariannya, sebagian besar tenaga kerja di 
Kabupaten Magelang masih bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 41,87 
persen dari jumlah penduduk yang bekerja, diikuti sektor perdagangan dan 
hotel yaitu sebesar 18,07 persen, sektor jasa sebesar 14,62 persen, sektor 
industri sebesar 12,67 persen, sektor konstruksi sebesar 6,38 persen, sektor 
angkutan dan komunikasi sebesar 4,19 persen, sektor keuangan sebesar 
0,84 persen, sektor lainnya sebesar 0,66 persen, sektor pertambangan dan 
penggalian sebesar 0,64 persen dan sektor listrik, gas, dan air sebesar 0,06 
persen. Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa pemerataan tingkat tenaga 
kerja Kabupaten Magelang pada tahun 2008 baik berjenis kelamin laki-
laki maupun perempuan belum dapat secara menyeluruh merata di tiap-
tiap sektor.  
3. Luas Lahan Menurut Penggunaan  
 
 Luas lahan menurut penggunaanya di Kabupaten Magelang pada 
tahun 2008  terlihat pada tabel 4.4 sebagai berikut: 
Tabel 4.4.  Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kabupaten 






Lahan Sawah     
a. Irigasi Teknis 6.624 6,10 
b. Irigasi setengah teknis 5.412 4,98 
c. Irigasi sederhana 8.667 7,98 
d. Irigasi desa non PU 8.268 7,62 
e. Tadah hujan 8.261 7,61 
Jumlah lahan sawah 37.232 34,29 
    
Lahan Bukan Sawah   
a. Tegal kebun 36.248 33,39 
b. Perkebunan 234 0,22 
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c. Ditanami pohon/hutan rakyat 2.919 2,69 
d. Kolam/Tebet/Empang 145 0,13 
e. Padang pengembalaan/rumput 2 0,00 
f. Lainnya(pekarangan yang ditanami tanaman  
    pertanian,dll) 2.661 2,45 
Jumlah lahan bukan sawah 42.209 38,88 
    
Lahan Bukan Pertanian   
a. Rumah, bangunan, dan halaman sekitarnya 17.024 15,68 
b. Hutan negara 7.874 7,25 
c. Lainnya (jalan, sungai, danau, lahan tandus dll) 4.234 3,90 
Jumlah lahan bukan pertanian 29.132 26,83 
        Sumber: Kab. Magelang Dalam Angka 2008 
a. Lahan Sawah 
 Di Kabupaten Magelang penggunaan lahan sawah secara keseluruhan 
seluas 37.232 Ha atau 34,29 persen dari luas lahan keseluruhan. 
Penggunaan lahan sawah terdiri dari irigasi teknis seluas 6.624 Ha atau 
6,10 persen dari luas keseluruhan lahan sawah, irigasi setengah teknis 
seluas 5.412 Ha atau 4,98 persen dari luas keseluruhan lahan sawah, 
irigasi sederhana seluas 8.667 atau 7,98 persen dari luas keseluruhan 
lahan sawah, irigasi desa non PU seluas 8.268 atau 7,62 persen dari 
luas keseluruhan lahan sawah, serta tadah hujan seluas 8.261 atau 7,61 
persen dari luas keseluruhan lahan sawah.  
b. Lahan Bukan Sawah 
  Penggunaan lahan bukan sawah secara keseluruhan seluas 42.209 Ha 
atau 38,88 persen dari luas lahan keseluruhan. Lahan bukan sawah 
terdiri dari tegal kebun seluas 36.248 Ha atau 33,39 persen dari luas 
keseluruhan lahan bukan sawah, perkebunan seluas 234 Ha atau 0,22 
persen dari luas keseluruhan lahan bukan sawah, ditanami pohon/hutan 
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rakyat seluas 2.919 Ha atau 2,69 persen dari luas keseluruhan lahan 
bukan sawah, kolam/tebet/empang seluas 145 Ha atau 0,13 persen dari 
luas keseluruhan lahan bukan sawah, padang pengembalaan/rumput 
seluas 2 Ha atau 0,00 persen dari luas keseluruhan lahan bukan sawah, 
serta lainnya (pekarangan yang ditanami tanaman pertanian,dll) seluas 
2.661 Ha atau 2,45 persen dari luas keseluruhan lahan bukan sawah. 
c. Lahan Bukan Pertanian 
Penggunaan lahan bukan pertanian secara keseluruhan seluas 29.132 
Ha atau 26,83 persen dari luas lahan keseluruhan. Lahan bukan 
pertanian terdiri dari rumah/bangunan/halaman sekitarnya seluas 
17.024 Ha atau 15,68 persen dari luas keseluruhan lahan bukan 
pertanian, hutan negara seluas 7.874 Ha atau 7,25 persen dari luas 
keseluruhan lahan bukan pertanian, serta lainnya (jalan, sungai, danau, 
lahan tandus dll) seluas 4.234 Ha atau 3,90 persen dari luas 
keseluruhan lahan bukan pertanian. 
  Luas lahan menurut penggunaannya  tersebut dapat kita lihat 
bahwa penggunaan lahan paling luas di Kabupaten Magelang adalah 
penggunaan lahan bukan sawah yaitu seluas 42.209 Ha dari luas 
penggunaan lahan secara keseluruhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
Kabupaten Magelang yang kondisi daerahnya merupakan daerah panas 
dengan keadaan tanah yang relatif subur banyak digunakan untuk 
produktivitas pertanian dan Kabupaten Magelang telah memanfaatkan 
sebagian besar lahannya menjadi lahan yang produktif. 
 68 
 4. Profil Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang 
a. Pertumbuhan Ekonomi  
  Pertumbuhan ekonomi daerah dihitung dari pertumbuhan PDRB 
berdasarkan harga konstan. Penggunaan harga konstan dimaksudkan untuk 
menghindari pengaruh kenaikan harga, sehingga dapat benar-benar 
menunjukkan kenaikan kemampuan daerah dalam menghasilkan barang 
dan jasa. Untuk melihat kondisi perekonomian Kabupaten Magelang dapat 
dilihat dari kajian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang dari 
tahun ke tahun mengalami kenaikan.  
 
 
 Tabel 4.5.  PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 di Kabupaten 
Magelang Tahun 1998-2000 dan PDRB Atas Dasar 




Tahun Nilai PDRB Pertumbuhan 
(%) 
1998 1.002.789,27 - 
1999 1.019.215,60 2,84 
2000 1.054.929,25 3,50 
2001 2.752.751,80 3,91 
2002 2.867.361,54 4,11 
 69 
2003 2.982.476,09 4,16 
2004 3.102.727,38 4,03 
2005 3.245.978,81 4,62 
2006 3.405.409,22 4,91 
2007 3.582.647,65 5,20 
2008 3.761.388,59 4,99 
   Sumber : Magelang Dalam Angka 1998-2008.Diolah 
  Perbaikan ekonomi di Kabupaten Magelang mulai membaik pada 
tahun 1999 hingga 2008. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi di 
Kabupaten Magelang yaitu sebesar 4,99 persen. Dapat disimpulkan bahwa 
pembangunan ekonomi Kabupaten Magelang selama diterapkannya 
otonomi daerah yang berorientasi pada pengoptimalan potensi-potensi 
yang ada dapat mulai terlihat dengan adanya peningkatan nilai PDRB.  
b. Pertumbuhan PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan Sektoral 
1) Pertumbuhan PDRB Per Kapita 
  PDRB Per kapita merupakan salah satu indikator produktifitas 
penduduk, dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk 
pertengahan tahun yang bersangkutan. PDRB Per Kapita ini juga 
digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menilai tingkat 
kemakmuran penduduk suatu daerah.  
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  Pertumbuhan nilai PDRB per kapita Kabupaten Magelang pada 
tahun 1998 sampai tahun 2000 secara rata-rata mengalami kenaikan 
pertumbuhan. Pada kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 
nilai PDRB per kapita cenderung mengalami peningkatan. Pertumbuhan 
PDRB Per Kapita di Kabupaten Magelang  pada tahun 2008 yaitu 
mencapai 4,44 persen. Berikut gambaran pertumbuhan PDRB per kapita 




   
 
 
Tabel 4.6  PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 1993 di 
Kabupaten Magelang Tahun 1998-2000 dan PDRB Per 
Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Kabupaten 
Magelang Tahun 2001-2008 
 
 
Tahun PDRB Per Kapita Pertumbuhan (%) 
1998 933.727,08 - 
1999 937.959,25 1,64 
2000 958.795,61 3,18 
2001       2.483.520,76 3,28 
2002 2.566.179,34 3,30 
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2003 2.647.801,88 3,42 
 
2004 2.679.229,60 3,50 
 
2005 2.775.166,30 3,59 
 
2006 2.887.185,78 4,04 
 
2007 3.021.263,63 4,15 
 
2008 3.145.576,03 4,44 
 
  Sumber : Magelang Dalam Angka 1998-2008.Diolah 
    
 
2) Pertumbuhan Sektoral  
   Kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB pada 
tahun 1998-2008 dapat dilihat pada tabel 4.7 dan tabel 4.8. 
Tabel. 4.7.  Distribusi Persentase PDRB Menurut Sektor Atas 
Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Kabupaten 
Magelang Tahun 1998-2000.  
Lapangan Usaha 1998 1999 2000 
1. Pertanian 34,26 32,71 31,52 
1.1. Tanaman Bahan Makanan 27,30 24,77 23,37 
1.2. Tanaman Perkebunan Rakyat 2,11 1,83 2,28 
1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya 2,69 4,11 3,90 
1.4. Kehutanan 1,55 1,35 1,32 
1.5. Perikanan 0,60 0,66 0,65 
2. Pertambangan dan Penggalian 2,24 2,38 2,41 
3. Industri Pengolahan 19,81 20,16 20,13 
4. Listrik, Gas, dan Air Minum 0,47 0,51 0,56 
5. Bangunan/Konstruksi 5,10 4,85 5,21 
6. Perdagangan, Restoran dan Hotel 14,56 14,48 14,48 
7. Pengangkutan dan Komunikasi 6,48 6,91 6,95 
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4,07 4,03 3,97 
9. Jasa-jasa 13,03 13,98 14,76 
PDRB 100,00 100,00 100,00 
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  Sumber : Kab.Magelang Dalam Angka 1998-2000. Diolah 
  Berdasarkan sumbangan dari masing-masing sektor perekonomian 
di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa sektor pertanian mempunyai 
peranan yang dominan dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten 
Magelang selama kurun waktu tahun 1998-2008. Sektor-sektor lain yang 
kontribusinya cukup besar pada Kabupaten Magelang selama kurun waktu 
tersebut yaitu sektor industri pengolahan, sektor jasa-jasa, serta sektor 
perdagangan, hotel, dan restoran. 
   Kontribusi sektor-sektor ekonomi untuk tahun 2008 didominasi 
oleh sektor pertanian dengan sumbangannya mencapai sebesar 28,91 
persen, selanjutnya berturut-turut diikuti oleh sektor industri pengolahan 
sebesar 19,02 persen, sektor jasa-jasa sebesar 17,17 persen, sektor 
perdagangan, restoran, dan hotel sebesar 14,73 persen, sektor 
bangunan/kontruksi sebesar 8,70 persen, sektor pengangkutan dan 
komunikasi sebesar 5,53 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa 
perusahaan sebesar 2,77 persen, sektor pertambangan dan penggalian 
sebesar 2,65 persen dan sektor yang memberikan kontribusi paling kecil 
adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,52 persen. Terlihat bahwa 
kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan yang cukup berarti 
sebesar 28,91 persen lebih rendah dari kontribusi pada tahun 2007 yaitu 
sebesar 29,52 persen. Sedangkan sektor yang mengalami peningkatan 
yang signifikan adalah sektor jasa-jasa sebesar 17,17 persen lebih tinggi  









Tabel. 4.8.  Distribusi Persentase PDRB Menurut Sektor Atas 
Dasar   Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten 
Magelang Tahun 2001-2008 
Lapangan Usaha 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1. Pertanian 30,56 30,31 28,43 31,80 31,05 30,30 29,52 28,91 
1.1. Tanaman Bahan Makanan 22,72 22,39 20,68 23,63 23,14 22,60 22,05 21,86 
1.2. Tanaman Perkebunan Rakyat 2,24 2,26 2,34 2,29 2,22 2,15 2,09 1,80 
1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya 3,64 3,75 3,61 3,43 3,34 3,28 3,22 3,16 
1.4. Kehutanan 1,29 1,29 1,19 1,80 1,73 1,67 1,57 1,50 
1.5. Perikanan 0,67 0,61 0,61 0,65 0,62 0,60 0,59 0,59 
2. Pertambangan dan Penggalian 2,41 2,41 2,42 2,35 2,40 2,47 2,58 2,65 
3. Industri Pengolahan 20,28 20,10 20,17 19,29 19,25 19,20 19,13 19,02 
4. Listrik, Gas, dan Air Minum 0,57 0,60 0,66 0,52 0,53 0,53 0,54 0,52 
5. Bangunan/Konstruksi 5,36 5,45 5,77 7,85 8,12 8,36 8,61 8,70 
6. Perdagangan, Restoran dan      
Hotel 14,53 14,49 14,36 15,04 14,98 14,88 14,80 14,73 
7. Pengangkutan dan Komunikasi 7,02 6,97 7,00 5,49 5,50 5,52 5,52 5,53 
8. Keuangan, Persewaan dan  
    Jasa Perusahaan 3,90 3,81 3,73 2,93 2,88 2,84 2,80 2,77 
9. Jasa-jasa 15,37 15,86 17,45 14,73 15,29 15,90 16,50 17,17 
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Sumber : Kab. Magelang Dalam Angka 2001-2008.Diolah   
B. Hasil Analisis dan Pembahasan 
 
  Untuk mengetahui tentang status perekonomian, pergeseran 
struktur ekonomi dan potensi wilayah Kabupaten Magelang, maka pada bab 
ini akan dibahas hasil analisis data berdasarkan alat analisis Tipologi klasen, 
analisis Shift-Share, analisis Location Quotient, analisis Model Rasio 
Pertumbuhan dan analisis Overlay. 
1. Analisis Tipologi Klasen 
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Analisis ini digunakan untuk mengetahui corak atau status kondisi 
perekonomian suatu wilayah dibandingkan dengan kinerja perekonomian 
Provinsi Jawa Tengah. Variabel yang digunakan dalam analisis Tipologi 
Klasen adalah PDRB Perkapita atas dasar harga konstan tahun 1993 dan 
tahun 2000 serta pertumbuhan ekonomi. 
a.  Masa Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah 
  Hasil penghitungan tahun 1998-2000, Kabupaten Magelang 
mempunyai pendapatan perkapita dan pertumbuhan yang rendah 
dibanding dengan pendapatan perkapita dan pertumbuhan Provinsi Jawa 
Tengah. Sehingga Kabupaten Magelang dalam analisis tipologi klasen ini 
termasuk dalam klasifikasi yang pertama yaitu daerah relatif tertinggal. 
Secara rinci dapat dikatakan bahwa pada tahun 1998, Kabupaten 
Magelang tergolong dalam klasifikasi daerah berkembang cepat 
dikarenakan pertumbuhan PDRB lebih besar dan PDRB Perkapita kecil. 
Meski hasil menunjukkan negatif, hal tersebut dikarenakan akibat krisis 
yang terjadi pertengahan tahun 1997 di Indonesia. Sedangkan pada tahun 
1999 dan 2000 status perkembangan wilayah Kabupaten Magelang yaitu 
tergolong pada klasifikasi  daerah relatif tertinggal dibandingkan dengan 









 Tabel. 4.9.  Hasil Analisis Tipologi Klasen Kabupaten Magelang 
Tahun 1998-2000 Menggunakan Data PDRB Atas 
Dasar Harga Konstan 1993 
 








  Yi ri Y r   




1999 937.959,25 2,84 1.283.382,74 3,49 
Daerah Relatif 
Tertinggal 
2000 958.795,61 3,50 1.323.937,72 3,93 
Daerah Relatif 
Tertinggal 
          Sumber : Hasil Olahan  Data Sekunder 
 
b. Masa Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah 
  Hasil analisis tipologi klasen tahun 2001-2008, Kabupaten 
Magelang mempunyai pendapatan perkapita dan pertumbuhan yang 
rendah dibanding dengan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga Kabupaten 
Magelang dalam analisis tipologi klasen ini termasuk dalam klasifikasi 
yang pertama yaitu daerah relatif tertinggal. Peningkatan status 
perekonomian Kabupaten Magelang dari daerah yang paling rendah 
(Daerah relatif Tertinggal) menuju kondisi yang paling baik (Daerah Maju 
dan Cepat Tumbuh) diharapkan melalui pembangunan yang tepat sasaran.  





Tabel. 4.10.  Hasil Analisis Tipologi Klasen Kabupaten Magelang 
Tahun 2001-2008 Menggunakan Data PDRB Atas 
Dasar Harga Konstan 2000 
 
  Kab.Magelang Jawa Tengah  
Tahun Perkapita 
Pertumbuhan 
PDRB (%) Perkapita 
Pertumbuhan 
PDRB (%) Keterangan 
  Yi ri Y r   
































          Sumber : Hasil Olahan  Data Sekunder 
2. Analisis Shift-Share Klasik 
Analisis Shift Share Klasik digunakan untuk mengetahui pengaruh 
dari pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah referensi 
)( ijN terhadap perekonomian di Kabupaten Magelang sebagai daerah 
studi, mengetahui pertumbuhan PDRB riil selama tahun penelitian dan 
juga untuk mengetahui pengaruh dari bauran industri )( ijM  dan 
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keunggulan kompetitif )( ijC terhadap perekonomian daerah di Kabupaten 
Magelang. Alat analisis ini mengasumsikan bahwa perubahan 
perekonomian suatu daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi 
wilayah provinsi, bauran industri, dan keunggulan kompetitif 
a. Masa Sebelum Otonomi Daerah 
Berdasarkan hasil analisis Shift Share menggunakan metode klasik 
pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa perkembangan PDRB )( ijD  
Kabupaten Magelang pada masa sebelum otonomi daerah (tahun 1998-
2000) mengalami peningkatan sebesar Rp. 52.139,98 juta.  
Tabel. 4.11 Hasil Perhitungan Shift-Share Klasik PDRB Kabupaten 
Magelang Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1998-
2000 (Jutaan) 
Nij Mij Cij Dij 
Lapangan Usaha 
Eij . rn Eij. ( Rin -Rn ) Eij . ( Rij - Rin ) 
Nij + Mij + 
Cij 
1.Pertanian 25.958,64 -3.663,91 -33.258,18 -10.963,44 
1.1.Tan.Bahan Makanan 20.689,94 -18.984,91 -28.969,31 -27.264,27 
1.2.Tan.Perkebunan Rakyat 1.601,41 -1.316,31 2.602,37 2.887,48 
1.3.Peternakan 2.039,52 9.489,24 2.660,43 14.189,19 
1.4.Kehutanan 1.171,07 -4.446,03 1.733,91 -1.541,04 
1.5.Perikanan 456,68 421,28 -112,76 765,20 
2.Pertambangan&Penggalian 1.698,72 126,40 1.086,40 2.911,52 
3.Industri Pengolahan 15.008,29 -2.888,82 1.604,44 13.723,91 
4.Listrik,Gas&Air Minum 353,23 630,60 271,40 1.255,24 
5.Bangunan 3.864,83 3.092,10 -3.140,42 3.816,52 
6.Perdagangan,Hotel dan        
Restoran  11.031,92 3.743,91 -8000,18 6.775,66 
7.Angkutan&Komunikasi 4.906,61 5.677,93 -2.167,64 8.416,90 
8.Keuangan,Persewa&Jasa 
Perusahaan 3.083,46 -278,26 -1.718,00 1.087,20 
9.Jasa-Jasa 9.869,80 -8.478,55 23.725,22 25,116 
JUMLAH 75.775,54 -2.038,60 -21.596,96 52.139,98 
Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder 
Peningkatan PDRB di Kabupaten Magelang tersebut dipengaruhi 
oleh faktor-faktor berikut ini: 
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1)  Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Provinsi )( ijN  
Perkembangan ekonomi Provinsi Jawa Tengah selama pengamatan 
yaitu tahun 1998-2000 telah mempengaruhi peningkatan PDRB 
Kabupaten Magelang sebesar Rp. 75.775,54 juta. Keadaan ini 
menunjukkan bahwa peningkatan PDRB Kabupaten Magelang sangat 
ditentukan oleh perkembangan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. 
Peningkatan ini terjadi pada sektor, dimana semua sektor mengalami 
peningkatan. Sektor yang memberikan nilai kontribusi terbesar adalah 
sektor pertanian yaitu sebesar Rp. 25.958,64  juta, kemudian disusul 
oleh sektor industri pengolahan sebesar Rp. 15.008,29 juta, sektor 
perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 11.031,92  juta, sektor 
jasa-jasa sebesar Rp. 9.869,80 juta, sektor pengangkutan dan 
komunikasi sebesar Rp. 4.906,61 juta, sektor bangunan/konstruksi 
sebesar Rp. 3.864,83 juta, sektor keuangan, persewaan dan jasa 
perusahaan sebesar Rp. 3.043,86 juta, sektor pertambangan dan 
penggalian sebesar Rp. 1.698,72  juta, dan sektor yang paling 
memberikan nilai kontribusi paling rendah adalah sektor listrik, gas 
dan air minum yaitu sebesar Rp. 353,23 juta. 
 
 2) Pengaruh Bauran Industri )( ijM  
  Hasil total pengaruh bauran industri terhadap perkembangan 
PDRB Kabupaten Magelang pada tahun 1998-2000 menurun sebesar 
Rp. 2.038,60 juta. Hasil perhitungan Shift Share pada tabel 4.11 
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terlihat bahwa sektor yang pertumbuhannya cepat yaitu sektor 
angkutan dan komunikasi sebesar Rp.5.677,93 juta, sektor 
perdagangan, hotel, dan restoran sebesar Rp.3.743,91 juta, sektor 
bangunan sebesar Rp.3.092,10 juta, sektor listrik, gas, dan air minum 
sebesar Rp.630,60 juta, serta sektor pertambangan dan penggalian 
sebesar Rp.126,40 juta. Sektor yang pertumbuhannya lambat yaitu 
sektor pertanian sebesar Rp.3.663,91 juta, sektor industri pengolahan 
sebesar Rp. 2.888,82 juta, sektor keuangan, persewaan dan jasa 
perusahaan sebesar Rp. 278,26 juta serta sektor jasa-jasa sebesar 
Rp.8.478,55 juta.   
3) Pengaruh Keunggulan Kompetitif )( ijC  
Pengaruh komponen keunggulan kompetitif di Kabupaten 
Magelang pada masa sebelum diterapkannya otonomi daerah dalam 
kurun waktu tahun 1998-2000 menurun sebesar Rp.21.596,96 juta. Hal 
ini berarti di Kabupaten Magelang belum mempunyai daya saing yang 
lebih kuat dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Sektor yang 
mengalami penurunan terbesar adalah sektor pertanian yaitu sebesar 
Rp. 33.258,18 juta, kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran 
yaitu sebesar Rp. 8.000,18 juta, sektor bangunan sebesar Rp. 3.140,42 
juta, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp. 2.167,64 juta, 
dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar Rp. 
1.718,00 juta. 
b. Masa Selama Otonomi Daerah 
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Perkembangan PDRB )( ijD  Kabupaten Magelang pada masa 
selama otonomi daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.008.636,79 
juta.  
Tabel. 4.12 Hasil Perhitungan Shift-Share Klasik PDRB Kabupaten 
Magelang Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2001-2008 
Nij Mij Cij Dij 
Lapangan Usaha 
Eij . rn Eij. ( Rin -Rn ) Eij . ( Rij - Rin ) 
Nij + Mij + 
Cij 
1.Pertanian 390.166,56 -136.954,78 -112.289,70 140.922,03 
1.1.Tan.Bahan Makanan 298.633,40 -109.064,64 -91.881,07 97.687,69 
1.2. Tan.Perkebunan Rakyat 24.499,02 -11.241,37 -4.816,02 8.441,63 
1.3.Peternakan 39.304,88 6.595,32 -22.490,28 23.409,92 
1.4.Kehutanan 19.713,99 -20.355,99 9.427,30 8.785,31 
1.5.Perikanan 8.015,21 -5.632,18 214,45 2.597,48 
2.Pertambangan&Penggalian 25.931,90 8.993,76 1.729,96 36.655,62 
3.Industri Pengolahan 217.385,64 9.590,88 -39.034,67 187.941,85 
4.Listrik,Gas&Air Minum 5.043,18 2.417,18 -54,06 7.406,20 
5.Bangunan 79.810,25 64.221,04 -10.500,17 133.531,11 
6.Perdagangan, Hotel, dan 
Restoran 
173.015,51 -13.447,03 -25.180,08 134.388,40 
7.Pengangkutan&Komunikasi 61.445,27 20.898,20 -23.278,54 59.064,93 
8.Keuangan,Persewaan&Jasa 
Perusahaan 34.694,46 -463,45 -14.333,07 19.897,93 
9.Jasa-Jasa 147.141,87 31.334,96 110.351,89 288.828,72 
JUMLAH 1.134.634,47 -13.409,23 -112.588,44 1.008.636,79 
Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 
 
Peningkatan PDRB di Kabupaten Magelang tersebut dipengaruhi 
oleh faktor-faktor berikut ini: 
1) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Provinsi )( ijN  
Perkembangan ekonomi Provinsi Jawa Tengah selama pengamatan 
yaitu tahun 2000-2008 telah mempengaruhi peningkatan PDRB 
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Kabupaten Magelang sebesar Rp. 1.134.634,47 juta. Keadaan ini 
menunjukkan bahwa peningkatan PDRB Kabupaten Magelang sangat 
ditentukan oleh perkembangan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. 
Peningkatan ini terjadi pada semua sektor, dimana semua sektor 
mengalami peningkatan. Sektor yang memberikan nilai kontribusi 
terbesar adalah sektor pertanian yaitu sebesar Rp. 390.166,56 juta, 
kemudian disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar Rp. 
217.385,64 juta, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 
173.015,51 juta, sektor jasa-jasa sebesar Rp. 147.141,87 juta, sektor 
bangunan/konstruksi sebesar Rp 79.810,25 juta, sektor pengangkutan 
dan komunikasi sebesar Rp. 61.445,27 juta, sektor keuangan, 
persewaan dan jasa perusahaan sebesar Rp. 34.694,46 juta, sektor 
pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 25.931,90 juta, dan sektor 
yang memberikan nilai kontribusi terendah adalah sektor listrik, gas 
dan air minum yaitu sebesar Rp.  5.043,18 juta. 
 
 
 2) Pengaruh Bauran Industri )( ijM  
  Hasil total pengaruh bauran industri terhadap perkembangan 
PDRB Kabupaten Magelang pada tahun 2001-2008 menurun sebesar 
Rp. 13.409,23 juta. Hasil perhitungan Shift Share pada tabel 4.12 
terlihat bahwa sektor yang pertumbuhannya cepat yaitu sektor 
pertambangan dan penggalian sebesar Rp.8.993,76 juta, sektor industri 
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pengolahan sebesar 9.590,88 juta, sektor listrik, gas, dan air minum 
sebesar Rp.2.417,18 juta, sektor bangunan sebesar Rp.64.221,04 juta, 
sektor angkutan dan komunikasi sebesar Rp20.898,20 juta, serta sektor 
jasa-jasa sebesar 31.334,96 juta. Sektor yang pertumbuhannya lambat 
yaitu sektor pertanian sebesar Rp.136.954,78 juta, sektor perdagangan, 
hotel, dan restoran sebesar Rp. 13.447,03 juta, serta sektor keuangan, 
persewaan dan jasa perusahaan sebesar Rp 463,45 juta. 
3) Pengaruh Keunggulan Kompetitif )( ijC  
Pengaruh komponen keunggulan kompetitif di Kabupaten 
Magelang pada masa selama diterapkannya otonomi daerah dalam 
kurun waktu tahun 2001-2008 menurun sebesar Rp. 112.588,44 juta. 
Hal ini berarti di Kabupaten Magelang belum mempunyai daya saing 
yang kuat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah.  Sektor yang 
mengalami penurunan terbesar adalah sektor pertanian yaitu sebesar 
Rp. 112.289,70 juta, kemudian sektor industri pengolahan yaitu 
sebesar Rp. 39.034,67 juta, sektor perdagangan, hotel dan restoran 
yaitu sebesar Rp. 25.180,08 juta, sektor pengangkutan dan komunikasi 
sebesar Rp. 23.278,54 juta, sektor keuangan, persewaan, dan jasa 
perusahaan sebesar Rp. 14.333,07 juta, sektor bangunan sebesar Rp. 
10.500,17 juta dan sektor listrik, gas dan air minum  sebesar Rp. 54,06 
juta.  
c. Pembahasan Ekonomi  
 
1) Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah 
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Sebelum pelaksanaan otonomi daerah tahun 1998-2000, 
pertumbuhan PDRB Kabupaten Magelang menunjukkan nilai positif. 
Peningkatan PDRB tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di 
tingkat provinsi (Nij) yang berdampak pada peningkatan nilai PDRB 
Kabupaten Magelang. Sementara pengaruh bauran industri di 
Kabupaten Magelang pada kurun waktu tersebut bernilai negatif 
sehingga berdampak pada penurunan PDRB, sedangkan untuk 
pengaruh keunggulan kompetitif sektor-sektor ekonomi di Kabupaten 
Magelang juga berdampak pada penurunan PDRB Kabupaten 
Magelang. Disimpulkan bahwa Kabupaten Magelang masih sangat 
tergantung pada daerah pusat atau provinsi. 
2) Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah 
 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Magelang selama kurun waktu 
pelaksanaan otonomi daerah (tahun 2001-2008) dipengaruhi oleh 
faktor pengaruh pertumbuhan ekonomi provinsi yang menunjukkan 
nilai positif pada setiap sektor ekonomi. Selanjutnya pengaruh bauran 
industri berdampak pada penurunan PDRB Kabupaten Magelang, 
dimana kondisi tersebut menunjukkan bahwa semua sektor ekonomi di 
Kabupaten Magelang pada kurun waktu tersebut perkembangannya 
lebih rendah dari perkembangan sektor yang sama di Provinsi Jawa 
Tengah, sedangkan untuk pengaruh keunggulan kompetitif sektor-
sektor ekonomi di Kabupaten Magelang berpengaruh pada penurunan 
PDRB Kabupaten Magelang. Disimpulkan bahwa kegiatan 
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perekonomian atau proses pembangunannya di Kabupaten Magelang 
masih rendah dibandingkan dengan kegiatan perekonomian di Provinsi 
Jawa Tengah.  
d. Uji Beda Dua Mean 
 1) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Provinsi ( ijN ) 
   Hasil analisis uji beda dua mean pengaruh pertumbuhan 
ekonomi provinsi (Nij) terlihat pada tabel 4.13. Berdasarkan uji 
statistik atau uji t beda rata-rata pada tingkat kepercayaan 95% (tingkat 
kesalahan 5%), dimana nilai t hitungnya adalah -3,08 atau lebih kecil 
dari nilai –t tabel yaitu -2,306. Hasil uji statistik tabel 4.13 dapat 
diketahui bahwa Kabupaten Magelang masa sebelum (1998-2000) dan 
masa selama (2001-2008) pelaksanaan otonomi daerah  menunjukkan 
ada perbedaan secara meyakinkan dalam hal “Pengaruh Pertumbuhan 
Ekonomi Provinsi (Nij)” di Kabupaten Magelang.  
 
Tabel 4.13  Hasil Uji Beda Dua Mean Pertumbuhan Ekonomi 
Provinsi (Nij) di Kabupaten Magelang Masa Sebelum 
dan Selama Otonomi Daerah (1998-2008) 
 





1 Pertanian 25958,64 390166,56 
1.1 Tanaman Bahan Makanan 20689,94 298633,4 
1.2 Tanaman Perkebunan 1601,41 24499,02 
1.3 Peternakan 2039,52 39304,88 
1.4 Kehutanan 1171,07 19713,99 
1.5 Perikanan 456,68 8015,21 
2 Pertambangan dan Penggalian 1698,72 25931,9 
3 Industri Pengolahan 15008,29 217385,64 
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4 Listrik, Gas, Dan Air Bersih 353,23 5043,18 
5 Bangunan 3864,83 79810,25 
6 Perdagangan, Hotel Dan Restoran 11031,92 173015,51 
7 Pengangkutan Dan Komunikasi 4906,61 61445,27 
8 Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan 3083,46 34694,46 
9 Jasa - Jasa 9869,80 147141,87 
Rerata D  -117651,0156 
Standar Deviasi 114391,4754 
t-test beda rata-rata -3,085483822 
    
Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 
    
2). Pengaruh Bauran Industri (Mij) 
 
  Analisis uji statistik atau uji t beda rata-rata pada tingkat 
kepercayaan 95% (tingkat kesalahan 5%), dimana nilai t hitungnya 
adalah 0,06 atau terletak diantara nilai –t tabel yaitu -2,306 dan nilai t 
tabel yaitu 2,306. Maka uji statistik tabel 4.14 dapat diketahui bahwa 
antara masa sebelum (1998-2000) dan masa selama (2001-2008) 
pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan tidak ada perbedaan secara 
meyakinkan dalam hal “Pengaruh Bauran Industri (Mij)” di Kabupaten 
Magelang. 
  Hasil analisis uji beda dua mean pengaruh bauran industri 
Kabupaten Magelang masa sebelum (1998-2000) dan selama 
pelaksanaan (2001-2008) otonomi daerah  terlihat pada tabel 4.16 
sebagai berikut :  
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Tabel 4.14  Hasil Uji Beda Dua Mean Pengaruh Bauran Industri (Mij) di 
Kabupaten Magelang Masa Sebelum dan Selama Otonomi 
Daerah (1998-2008) 





1 Pertanian -3663,91 -136954,78 
1.1 Tanaman Bahan Makanan -18984,91 -109064,64 
1.2 Tanaman Perkebunan -1316,31 -11241,37 
1.3 Peternakan 9489,24 6595,32 
1.4 Kehutanan -4446,03 -20355,99 
1.5 Perikanan 421,28 -5632,18 
2 Pertambangan dan Penggalian 126,40 8993,76 
3 Industri Pengolahan -2888,82 9590,88 
4 Listrik, Gas, Dan Air Bersih  630,60 2417,18 
5 Bangunan 3092,10 64221,04 
6 Perdagangan, Hotel Dan Restoran 3743,91 -13447,03 
7 Pengangkutan Dan Komunikasi 5677,93 20898,2 
8 Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan -278,26 -463,45 
9 Jasa - Jasa -8478,55 31334,96 
Rerata D  1263,404444 
Standar Deviasi 54587,9306 
t-test beda rata-rata 0,069433175 
      Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 
 
3). Pengaruh Keunggulan Kompetitif (Cij) 
  Berdasarkan uji statistik atau uji t beda rata-rata pada tingkat 
kepercayaan 95% (tingkat kesalahan 5%), dimana nilai t hitungnya 
adalah 0,69 atau terletak diantara nilai –t tabel yaitu -2,306 dan nilai t 
tabel yaitu 2,306. Hasil uji statistik tabel 4.15 dapat diketahui bahwa 
antara masa sebelum dan masa selama otonomi daerah menunjukkan 
tidak ada perbedaan secara meyakinkan dalam hal “Pengaruh 





Tabel 4.15 Hasil Uji Beda Dua Mean Pengaruh Keunggulan 
Kompetitif (Cij) di Kabupaten Magelang Masa Sebelum 
dan Selama Otonomi Daerah (1998-2008) 
  





1 Pertanian -33258,18 -112289,7 
1.1 Tanaman Bahan Makanan -28969,31 -91881,07 
1.2 Tanaman Perkebunan 2602,37 -4816,02 
1.3 Peternakan 2660,43 -22490,28 
1.4 Kehutanan 1733,91 9427,3 
1.5 Perikanan -112,76 214,45 
2 Pertambangan dan Penggalian 1086,40 1729,96 
3 Industri Pengolahan 1604,44 -39034,67 
4 Listrik, Gas, Dan Air Bersih  271,40 -54,06 
5 Bangunan -3140,42 -10500,17 
6 Perdagangan, Hotel Dan Restoran -8000,18 -25180,08 
7 Pengangkutan Dan Komunikasi -2167,64 -23278,54 
8 Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan -1718,00 -14333,07 
9 Jasa - Jasa 23725,22 110351,89 
Rerata D   10110,16444 
Standar Deviasi 43926,64996 
t-test beda rata-rata 0,690480457 
         Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 
 
4). Perkembangan PDRB (Dij) 
  Berdasarkan uji statistik atau uji t beda rata-rata pada tingkat 
kepercayaan 95% (tingkat kesalahan 5%), dimana nilai t hitungnya 
adalah 0,69 atau terletak diantara nilai –t tabel yaitu -0,93 dan nilai t 
tabel yaitu 2,306. Hasil uji statistik tabel 4.16 dapat diketahui bahwa 
antara masa sebelum dan masa selama otonomi daerah menunjukkan 
tidak ada perbedaan secara meyakinkan dalam hal “Perkembangan 
PDRB” di Kabupaten Magelang.  
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Tabel 4.16 Hasil Uji Beda Dua Mean Perkembangan PDRB (Dij) di 
Kabupaten Magelang Masa Sebelum dan Selama 
Otonomi Daerah (1998-2008) 
 





1 Pertanian -10963,44 140922,03 
1.1 Tanaman Bahan Makanan -27264,27 97687,69 
1.2 Tanaman Perkebunan 2887,48 8441,63 
1.3 Peternakan 14189,19 23409,92 
1.4 Kehutanan -1541,04 8785,31 
1.5 Perikanan 765,20 2597,48 
2 Pertambangan dan Penggalian 2911,52 36655,62 
3 Industri Pengolahan 13723,91 187941,85 
4 Listrik, Gas, Dan Air Bersih 1255,24 7406,2 
5 Bangunan 3816,52 133531,11 
6 Perdagangan, Hotel Dan Restoran 6775,66 134388,4 
7 Pengangkutan Dan Komunikasi 8416,90 59064,93 
8 Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan 1087,20 19897,93 
9 Jasa - Jasa 25,12 288828,72 
Rerata D   -109065,3516 
Standar Deviasi 351029,9133 
t-test beda rata-rata -0,932103055 




3. Analisis Location Quotient (LQ) 
 Analisis Location Quotient merupakan alat analisis untuk 
mengetahui sektor apakah yang menjadi sektor basis di suatu wilayah. 
Berdasarkan hasil perhitungan LQ dari PDRB atas dasar harga konstan 
pada masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah (1998-2000) maupun 
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selama pelaksanaan otonomi daerah (tahun 2001-2008) di Kabupaten 
Magelang, didapat hasil sebagai berikut: 
a. Masa Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah 
   Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata LQ dalam kurun waktu 
sebelum pelaksanaan otonomi daerah (tahun1998-2000), dapat dijelaskan 
bahwa di Kabupaten Magelang terdapat sektor/subsektor yang 
terindentifikasi sebagai sektor basis karena sektor/subsektor ekonomi di 
Kabupaten Magelang lebih berspesialisasi atau lebih dominan 
dibandingkan dengan perekonomian Provinsi Jawa Tengah seperti yang 
terlihat pada tabel 4.17. 
    
  Sektor/subsektor yang teridentifikasi sebagai sektor basis yaitu : 
  1). Sektor Pertanian, meliputi : 
· Subsektor Tanaman Bahan Makanan 
· Subsektor Tanaman Perkebunan 
· Subsektor Peternakan 
· Subsektor Kehutanan 
  2). Sektor Pertambangan dan Penggalian 
  3). Sektor Industri Pengolahan 
  4). Sektor Bangunan 
  5). Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 
  6). Sektor  Pengangkutan dan Komunikasi 
  7). Sektor Jasa-jasa 
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  Tabel. 4.17 Hasil Analisis Location Quotient PDRB Kabupaten Magelang 






1998 1999 2000   
1.Pertanian 1,72 1,66 1,58 1,65 BASIS 
1.1.Tan.Bahan Makanan 1,89 1,75 1,72 1,78 BASIS 
1.2. Tan.Perkebunan Rakyat 1,58 1,65 1,76 1,66 BASIS 
1.3.Peternakan 0,96 1,22 1,11 1,09 BASIS 
1.4.Kehutanan 1,44 1,43 1,40 1,42 BASIS 
1.5.Perikanan 0,43 0,47 0,41 0,44 NON BASIS 
2.Pertambangan&Penggalian 1,61 1,68 1,70 1,66 BASIS 
3.Industri Pengolahan 1,45 1,56 1,52 1,51 BASIS 
4.Listrik,Gas&Air Minum 0,51 0,67 0,67 0,62 NON BASIS 
5.Bangunan 1,24 1,17 1,32 1,24 BASIS 
6.Perdagangan, Hotel, dan 
   Restoran          
1,13 1,12 1,11 1,12 BASIS 
7.Pengangkutan  
   Dan Komunikasi 
1,05 1,05 1,00 1,03 BASIS 
8.Keuangan,Persewaan&Jasa  
   Perusahaan 
0,21 0,12 0,12 0,15  NON BASIS 
9.Jasa-Jasa 1,12 1,12 1,20 1,15 BASIS 
    Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 
    Sektor/subsektor basis di Kabupaten Magelang tersebut dapat 
menaikkan pendapatan daerah serta menciptakan lapangan kerja baru. 
Penigkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan 
terhadap industri basis tetapi juga permintaan terhadap industri non basis, 
sehingga akan mendorong naiknya investasi pada industri bersangkutan 
maupun pada sektor industri lokal. Oleh karena itu, sektor/subsektor basis 
inilah yang layak dikembangkan di Kabupaten Magelang.  
b. Masa Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah 
 
   Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata LQ dalam kurun waktu 
selama pelaksanaan otonomi daerah (tahun 2001-2008), dapat dijelaskan 
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bahwa di Kabupaten Magelang terdapat sektor/subsektor yang 
terindentifikasi sebagai sektor basis seperti yang terlihat pada tabel 4.18. 
 Tabel  4.18  Hasil Analisis Location Quotient PDRB Kabupaten Magelang 
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2001-2008  
Tahun Lapangan Usaha 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
RATA-
RATA Keterangan 
1.Pertanian 1,59 1,47 1,52 1,50 1,36 1,41 1,38 1,49 1,47 BASIS 
1.1.Tan.Bahan Makanan 1,71 1,64 1,55 1,59 1,47 1,52 1,50 1,58 1,57 BASIS 
1.2. Tan.Perkebunan Rakyat 0,99 1,11 1,25 1,15 1,17 1,20 1,07 0,98 1,12 BASIS 
1.3.Peternakan 1,30 1,25 1,36 1,50 1,38 1,27 1,33 1,29 1,34 BASIS 
1.4.Kehutanan 1,61 1,50 1,43 1,22 1,57 1,36 1,43 1,41 1,44 BASIS 
1.5.Perikanan 
0,54 0,49 0,37 0,63 0,41 0,21 0,65 0,57 0,48 NON 
BASIS 
2.Pertambangan&Penggalian 1,48 1,30 1,02 1,11 1,23 1,24 1,35 1,18 1,24 BASIS 
3.Industri Pengolahan 1,44 1,32 1,43 1,25 1,37 1,35 1,30 1,30 1,35 BASIS 
4.Listrik,Gas&Air Minum 
0,67 0,54 0,71 0,68 0,66 0,61 0,47 0,74 0,64 NON BASIS 
5.Bangunan 1,55 1,75 1,46 1,56 1,53 1,63 1,57 1,58 1,58 BASIS 
6.Perdagangan, Hotel, dan   
   Restoran 1,40 1,51 1,57 1,63 1,41 1,33 1,32 1,32 1,44 BASIS 
7.Pengangkutan dan 
   Komunikasi 1,11 1,06 1,11 1,05 1,13 1,12 1,09 1,05 1,09 BASIS 
8.Keuangan,Persewaan dan 
Jasa  Perusahaan 
0,78 0,79 0,65 0,79 0,75 0,77 0,64 0,80 0,75 NON 
BASIS 
9.Jasa-Jasa 1,43 1,49 1,36 1,51 1,57 1,54 1,53 1,54 1,50 BASIS 
Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 
   Tabel 4.18 terlihat bahwa terdapat sektor/subsektor yang 
teridentifikasi sebagai sektor basis yaitu : 
  1). Sektor Pertanian, meliputi : 
· Subsektor Tanaman Bahan Makanan 
· Subsektor Tanaman Perkebunan 
· Subsektor Peternakan 
· Subsektor Kehutanan 
  2). Sektor Pertambangan dan Penggalian 
  3). Sektor Industri Pengolahan 
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  4). Sektor Bangunan 
  5). Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran 
  6). Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 
  7). Sektor Jasa-jasa. 
    Sektor/subsektor basis di Kabupaten Magelang tersebut dapat 
menaikkan pendapatan daerah serta menciptakan lapangan kerja baru. 
Penigkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan 
terhadap industri basis tetapi juga permintaan terhadap industri non basis, 
sehingga akan mendorong naiknya investasi pada industri bersangkutan 
maupun pada sektor industri lokal. Oleh karena itu, sektor/subsektor basis 
inilah yang layak dikembangkan di Kabupaten Magelang.  
 
c. Pembahasan Ekonomi 
1) Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah 
Sektor ekonomi yang teridentifikasi sebagai sektor basis di 
Kabupaten Magelang masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah 
tahun 1998-2000, yaitu sektor Pertanian, subsektor Tanaman Bahan 
Makanan, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, subsektor 
Peternakan, subsektor Kehutanan, sektor Pertambangan dan 
Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Bangunan, sektor 
Perdagangan, Hotel, dan Restoran, sektor Pengangkutan dan 
Komunikasi, dan sektor Jasa-jasa. Berdasarkan gambaran sektor-sektor 
ekonomi di Kabupaten Magelang selama periode tersebut kelompok 
 93 
sektor sekunder maupun tersier  masih perlu dikembangkan menjadi 
basis. 
Sektor dan subsektor basis yang sudah ada di Kabupaten Magelang 
di atas layak untuk dikembangkan untuk memacu pertumbuhan 
ekonomi karena sektor tersebut mampu menghasilkan barang-barang 
dan jasa-jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang 
bersangkutan.  
2) Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah 
   Sektor ekonomi yang teridentifikasi sebagai sektor basis di 
Kabupaten Magelang pada masa selama pelaksanaan otonomi daerah 
kurun waktu tahun 2001-2008, yaitu sektor Pertanian, subsektor 
Tanaman Bahan Makanan, subsektor Tanaman Perkebunan, subsektor 
Peternakan, subsektor Kehutanan, sektor Pertambangan dan 
Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Bangunan, sektor 
Perdagangan, Hotel, dan Restoran, sektor Pengangkutan dan 
Komunikasi dan sektor Jasa-jasa.  
 d. Uji Beda Dua Mean 
  Analisis uji beda dua mean digunakan untuk mengetahui apakah 
terdapat perbedaan pada masa sebelum dan masa selama pelaksanaan 






Tabel 4.19  Hasil Uji Beda Dua Mean Location Quotient di 
Kabupaten Magelang Masa Sebelum dan Selama 
Otonomi Daerah (1998-2008) 
 





1 Pertanian 1,65 1,47 
1.1 Tanaman Bahan Makanan 1,78 1,57 
1.2 Tanaman Perkebunan 1,66 1,12 
1.3 Peternakan 1,09 1,34 
1.4 Kehutanan 1,42 1,44 
1.5 Perikanan 0,44 0,48 
2 Pertambangan dan Penggalian 1,66 1,24 
3 Industri Pengolahan 1,51 1,35 
4 Listrik, Gas, Dan Air Bersih  0,62 0,64 
5 Bangunan 1,24 1,58 
6 Perdagangan, Hotel Dan Restoran 1,12 1,44 
7 Pengangkutan Dan Komunikasi 1,03 1,09 
8 Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan 0,15 0,75 
9 Jasa - Jasa 1,15 1,50 
Rerata D   -0,103333333 
Standar Deviasi 0,114755174 
t-test beda rata-rata -2,70140325 
             Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 
  Tabel 4.19 merupakan uji statistik atau uji t beda rata-rata pada 
tingkat kepercayaan 95% (tingkat kesalahan 5%), dimana nilai t hitungnya 
adalah -2,70 atau lebih kecil dari nilai –t tabel yaitu -2,306. Hal ini 
diketahui bahwa antara masa sebelum dan masa selama otonomi daerah 
menunjukkan tidak ada perbedaan secara meyakinkan dalam hal 
perubahan sektor basis di Kabupaten Magelang.  
4.   Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 
  Untuk mendukung dari hasil analisis LQ dalam menentukan 
deskripsi kegiatan ekonomi yang dominan atau potensial bagi Kabupaten 
Magelang dalam penelitian ini, maka digunakan pula alat analisis MRP. 
 95 
Pada dasarnya alat analisis MRP sama dengan LQ, namun letak 
perbedaannya pada kriteria penghitungannya. Pada analisis LQ 
penghitungannya menggunakan kriteria kontribusi, sedangkan analisis 
MRP menggunakan kriteria pertumbuhan. 
  Model MRP ada dua macam rasio yang digunakan yaitu Rasio 
Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr) dan Rasio Pertumbuhan wilayah 
Studi (RPs).  Apabila RPr maupun RPs lebih besar dari satu maka disebut 
memiliki nilai nominal (+) dan bila RPr dan RPs kurang dari satu maka 
disebut memiliki nilai nominal (-). Berdasarkan hasil penghitungan MRP 
dari PDRB atas dasar harga konstan masa sebelum pelaksanaan otonomi 
daerah (tahun 1998-2000) maupun selama pelaksanaan otonomi daerah 
(tahun 2001-2008) di Kabupaten Magelang, didapat hasil sebagai berikut : 
a. Masa Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah 
  Berdasarkan hasil perhitungan MRP pada tabel 4.20 maka dengan 
melihat dan membandingkan nilai RPr dan nilai RPs dapat diketahui 
sektor apa saja yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten 







Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Analisis Model Rasio Pertumbuhan 
(MRP) Berdasarkan PDRB Kabupaten Magelang Atas 





  Riil Nominal Riil Nominal 
1.Pertanian 1,22 + 1,01 + 
1.1.Tan.Bahan Makanan 1,08 + 1,19 + 
1.2. Tan.Perkebunan Rakyat 0,18 - 1,00 + 
1.3.Peternakan 4,65 + 1,23 + 
1.4.Kehutanan -2,80 - 0,47 - 
1.5.Perikanan 1,92 + 0,87 - 
2.Pertambangan&Penggalian 1,07 + 1,00 + 
3.Industri Pengolahan 0,81 - 1,13 + 
4.Listrik,Gas&Air Minum 2,78 + 1,28 + 
5.Bangunan 1,80 + 0,55 - 
6.Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1,34 + 0,46 - 
7.Pengangkutan &Komunikasi 2,16 + 0,80 - 
8.Keuangan,Persewaan&Jasa Perusahaan 0,91 - 0,39 - 
9.Jasa-Jasa 1,41 + 1,35 + 
 Sumber : Hasil Olahan Data sekunder. 
 Keterangan : RPr = Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi 
       RPs= Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi. 
 
  Berdasarkan hasil penelitian tersebut, setiap sektor diklasifikasikan 
sesuai dengan analisis MRP yang memberikan empat klasifikasi sebagai 
berikut : 
 a)  Sektor/subsektor yang pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan pada 
tingkat Kabupaten Magelang memiliki pertumbuhan yang menonjol, 
berdasarkan hasil perhitungan analisis MRP, yaitu : 
  (1)  Sektor Pertanian 
  (2)  Sektor Pertambangan dan Penggalian 
  (3)  Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum 
  (4)  Sektor Jasa-jasa 
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  (5)  Subsektor Tanaman Bahan Makanan  
  (6)  Subsektor Peternakan 
 b)  Sektor/subsektor yang pada tingkat Provinsi Jawa Tengah memiliki 
pertumbuhan yang menonjol, tetapi di tingkat Kabupaten Magelang 
kurang menonjol (kategori kedua), yaitu : 
  (1)  Sektor  Bangunan 
  (2)  Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran 
  (3)  Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 
  (4)  Subsektor Perikanan 
 c)  Sektor/subsektor yang pada tingkat Provinsi Jawa Tengah memiliki 
pertumbuhan yang kurang menonjol tetapi di Kabupaten Magelang 
memiliki pertumbuhan yang menonjol (kategori ketiga), yaitu : 
  (1)  Sektor Industri Pengolahan 
  (2)  Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat 
 d)   Sektor/subsektor yang pertumbuhannnya kurang menonjol, baik pada 
tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun tingkat Kabupaten Magelang, 
yaitu: 
 
  (1)  Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 
  (2)  Subsektor Kehutanan 
 b. Masa Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah 
   Berdasarkan hasil perhitungan MRP pada tabel 4.21 maka dengan 
melihat dan membandingkan nilai RPr dan nilai RPs dapat diketahui 
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sektor apa saja yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten 
Magelang dan Provinsi Jawa Tengah masa selama pelaksanaan otonomi 
daerah (tahun 2001-2008). 
Tabel 4.21 Hasil Perhitungan Analisis Model Rasio Pertumbuhan 
(MRP) Berdasarkan PDRB Kabupaten Magelang Atas 





 Riil Nominal Riil Nominal 
1.Pertanian 1,65 + 1,26 + 
1.1.Tan.Bahan Makanan 1,23 + 1,02 + 
1.2. Tan.Perkebunan Rakyat 0,54 - 1,14 + 
1.3.Peternakan 1,17 + 1,11 + 
1.4.Kehutanan -0,03 - -5,68 - 
1.5.Perikanan 1,10 + 0,09 - 
2.Pertambangan&Penggalian 1,35 + 1,05 + 
3.Industri Pengolahan 1,54 + 1,33 + 
4.Listrik,Gas&Air Minum 1,48 + 1,19 + 
5.Bangunan 1,80 + 0,93 - 
6.Perdagangan, Hotel, dan Restoran 0,92 - 0,84 - 
7.Pengangkutan &Komunikasi 1,34 + 0,72 - 
8.Keuangan,Persewaan&Jasa 
Perusahaan 0,99 - 0,58 - 
9.Jasa-Jasa 1,21 + 1,62 + 
  Sumber : Hasil Olahan Data sekunder. 
  Keterangan : RPr = Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi 
                      RPs= Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi 
  Berdasarkan hasil penelitian tersebut, setiap sektor diklasifikasikan 
sesuai dengan analisis MRP yang memberikan empat klasifikasi sebagai 
berikut : 
 a)  Sektor/subsektor yang pada tingkat Propinsi Jawa Tengah dan pada 
tingkat Kabupaten Magelang memiliki pertumbuhan yang menonjol, 
berdasarkan hasil perhitungan analisis MRP, yaitu : 
  (1)  Sektor Pertanian 
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  (2)  Sektor Pertambangan dan Penggalian 
  (3)  Sektor Industri Pengolahan 
  (4)  Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum 
  (5)  Sektor Jasa-jasa 
  (6)  Subsektor Tanaman Bahan Makanan 
  (7)  Subsektor Peternakan 
 b)  Sektor/subsektor yang pada tingkat Propinsi Jawa Tengah memiliki 
pertumbuhan yang menonjol, tetapi di tingkat Kabupaten Magelang 
kurang menonjol (kategori kedua), yaitu : 
  (1)  Sektor Bangunan 
  (2)  Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 
  (3)  Subsektor Perikanan 
 c)  Sektor/subsektor yang pada tingkat Jawa Tengah memiliki 
pertumbuhan yang kurang menonjol tetapi di Kabupaten Magelang 
memiliki pertumbuhan yang menonjol (kategori ketiga) subsektor 
Tanaman Perkebunan Rakyat. 
 d)  Sektor/subsektor yang pertumbuhannnya kurang menonjol, baik pada 
tingkat Propinsi Jawa Tengah maupun tingkat Kabupaten Magelang, 
yaitu: 
  (1)  Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran 
  (2)  Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 
  (3) Subsektor Kehutanan 
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5.  Analisis Overlay 
  Analisis ini digunakan untuk menentukan sektor-sektor ekonomi 
unggulan maupun potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan (MRP/RPS) 
dan krtiteria kontribusi (LQ). Dengan mempertimbangkan kedua kriteria 
tersebut, penentuan kegiatan ekonomi yang unggul dan potensial dapat 
lebih akurat (Maulana Yusuf  1999:152). 
a. Masa Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah 
  Berdasarkan hasil perhitungan analisis Overlay pada tabel 4.22 
maka dapat dilihat sektor-sektor ekonomi unggulan maupun potensial di 
Kabupaten Magelang berdasarkan kriteria pertumbuhan (MRP/RPs) dan 
kriteria kontribusi (LQ) pada masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah 
(tahun 1998-2000). 
Tabel 4.22 Deskripsi Kegiatan Ekonomi Kabupaten Magelang 
Tahun 1998-2000 
RPs LQ Total 
Lapangan Usaha 
Riil Nominal Riil Nominal  
1.Pertanian 1,01 + 1,65 + + + 
1.1.Tan.Bahan Makanan 1,19 + 1,78 + ++ 
1.2. Tan.Perkebunan Rakyat 1,00 + 1,66 + + + 
1.3.Peternakan 1,23 + 1,09 + + + 
1.4.Kehutanan 0,47 - 1,42 + - + 
1.5.Perikanan 0,87 - 0,44 - - - 
2.Pertambangan&Penggalian 1,00 + 1,66 + + + 
3.Industri Pengolahan 1,13 + 1,51 + + + 
4.Listrik,Gas&Air Minum 1,28 + 0,62 - + - 
5.Bangunan 0,55 - 1,24 + - + 
6.Perdagangan, Hotel, dan 
Restoran 0,46 - 1,12 + - + 
7.Pengangkutan&Komunikasi 0,80 - 1,03 + - + 
8.Keuangan,Persewaan&Jasa 
Perusahaan 0,39 - 0,15 - - - 
9.Jasa-Jasa 1,35 + 1,15 + + + 
Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder. 
Keterangan : RPs= Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi 
 101 
                     LQ= Location Quotient.  
 
   Hasil penelitian kemudian setiap sektor/subsektornya 
diklasifikasikan sesuai dengan analisis Overlay yang memberikan empat 
klasifikasi sebagai berikut :  
a) Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), merupakan suatu sektor yang 
dominan baik dari segi pertumbuhan maupun dari segi kontribusi, berarti 
sektor tersebut sebagai sektor unggulan di Kabupaten Magelang. Sektor 
yang termasuk dalam klasifikasi ini, yaitu : 
(1) Sektor Pertanian 
(2) Sektor Pertambangan dan Penggalian 
(3) Sektor Industri Pengolahan 
(4) Subsektor Jasa-jasa 
(5) Subsektor Tanaman Bahan Makanan 
  (6) Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat 
  (7)  Subsektor Peternakan 
b) Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), merupakan suatu sektor/subsektor 
yang potensial artinya walaupun kontribusinya kecil tetapi 
pertumbuhannya dominan. Sektor/subsektor ini memiliki kemungkinan 
untuk ditingkatkan kontribusinya untuk menjadi sektor yang unggul di 
Kabupaten Magelang. Sektor/subsektor yang termasuk kategori ini yaitu 
Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum. 
c) Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), merupakan sektor/subsektor yang 
memiliki pertumbuhan yang kecil tetapi kontribusinya besar. 
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Sektor/subsektor ini dimungkinkan sebagai sektor/subsektor yang sedang 
mengalami penurunan. Sektor/subsektor yang  termasuk kategori ini, yaitu 
: 
(1) Sektor Bangunan 
(2) Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran 
(3) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 
(4) Subsektor Kehutanan 
d) Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), merupakan suatu sektor/subsektor 
yang tidak dominan baik dari segi pertumbuhan maupun segi konstribusi. 
Sektor/subsektor yang termasuk kategori ini, yaitu: 
(1) Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 
(2) Subsektor Perikanan 
b. Masa Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah 
  Berdasarkan hasil perhitungan analisis Overlay pada tabel 4.23, 
maka dapat dilihat sektor sektor ekonomi unggulan maupun potensial di 
Kabupaten Magelang berdasarkan kriteria pertumbuhan (MRP/RPs) dan 
kriteria kontribusi (LQ) pada masa selama pelaksanaan otonomi daerah 
(tahun 2001-2008). Hasil penelitian kemudian setiap sektor/subsektornya 
diklasifikasikan sesuai dengan analisis Overlay yang memberikan empat 








Tabel 4.23 Deskripsi Kegiatan Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 
2001-2008 
RPs LQ Total 
Lapangan Usaha 
Riil Nominal Riil Nominal   
1.Pertanian 1,26 + 1,47 + + + 
1.1.Tan.Bahan Makanan 1,02 + 1,57 + + + 
1.2. Tan.Perkebunan Rakyat 1,14 + 1,12 + + + 
1.3.Peternakan 1,11 + 1,34 + + + 
1.4.Kehutanan -5,68 - 1,44 + -  + 
1.5.Perikanan 0,09 - 0,48 - -   - 
2.Pertambangan&Penggalian 1,05 + 1,24 + + + 
3.Industri Pengolahan 1,33 + 1,35 + + + 
4.Listrik,Gas&Air Minum 1,19 + 0,64 - + - 
5.Bangunan 0,93 - 1,58 + - + 
6.Perdagangan, Hotel, dan Restoran 0,84 - 1,44 + -  + 
7.Pengangkutan&Komunikasi 0,72 - 1,09 + - + 
8.Keuangan,Persewaan&Jasa 
Perusahaan 0,58 - 0,75 - -  - 
9.Jasa-Jasa 1,62 + 1,50 + + + 
Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder. 
Keterangan : RPs= Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi 
                     LQ= Location Quotient.  
   Hasil dari penghitungan analisis Overlay terbagi menjadi empat 
klasifikasi yaitu:  
a)  Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), merupakan suatu sektor yang dominan 
baik dari segi pertumbuhan maupun dari segi kontribusi, berarti sektor 
tersebut sebagai sektor unggulan di Kabupaten Magelang. Sektor yang 
termasuk dalam klasifikasi ini, yaitu : 
(1) Sektor Pertanian 
(2) Sektor Pertambangan dan Penggalian 
(3) Sektor Industri Pengolahan 
(4) Sektor Jasa-jasa 
(5) Subsektor Tanaman Bahan Makanan 
(6) Subsektor Tanaman Perkebunan 
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(7) Subsektor Peternakan 
b)  Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), merupakan suatu sektor/subsektor 
yang potensial positif  artinya walaupun kontribusinya kecil tetapi 
pertumbuhannya dominan. Sektor/subsektor ini memiliki kemungkinan 
untuk ditingkatkan kontribusinya untuk menjadi sektor yang unggul di 
Kabupaten Magelang. Sektor/subsektor yang termasuk kategori ini yaitu 
sektor Listrik, Gas, dan Air Minum. 
c)  Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), merupakan sektor/subsektor yang 
memiliki pertumbuhan yang kecil tetapi kontribusinya besar. Berarti 
sektor tersebut merupakan sektor potensial negatif. Sektor/subsektor ini 
dimungkinkan sebagai sektor/subsektor yang sedang mengalami 
penurunan. Sektor/subsektor yang  termasuk kategori ini, yaitu : 
(1) Sektor Bangunan 
(2) Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran 
(3) Sektor  Pengangkutan dan Komunikasi 
(4) Subsektor Kehutanan 
d)  Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), merupakan suatu sektor/subsektor yang 
tidak dominan baik dari segi pertumbuhan maupun segi konstribusi. 
Sektor/subsektor yang termsuk kategori ini, yaitu: 
(1) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 
(2) Subsektor Perikanan 
c. Pembahasan Ekonomi 
 
1) Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah 
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  Sektor ekonomi yang merupakan sektor potensial di Kabupaten 
Magelang masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah yaitu kurun 
waktu tahun 1998-2000 adalah sektor listrik, gas, dan air minum. 
Sektor tersebut memiliki kemungkinan untuk ditingkatkan 
kontribusinya untuk menjadi sektor yang unggul di Kabupaten 
Magelang. 
  Sektor yang merupakan sektor potensial di Kabupaten Magelang 
masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah cenderung di kelompok 
sekunder. Sehingga sektor-sektor tersebut kontribusinya perlu 
ditingkatkan supaya menjadi sektor unggulan di daerah tersebut.  
2) Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah 
  Sektor ekonomi yang merupakan sektor potensial di Kabupaten 
Magelang masa selama pelaksanaan otonomi daerah yaitu kurun waktu 
tahun 2001-2008 adalah sektor Listrik, Gas, dan Air Minum. Sektor 
tersebut memiliki kemungkinan untuk ditingkatkan kontribusinya 
untuk menjadi sektor yang unggul di Kabupaten Magelang. 
  Berdasarkan hasil analisis Overlay ini menunjukkan bahwa 
sektor/subsektor yang dominan untuk dikembangkan di Kabupaten 
Magelang sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah 
mengalami perubahan, dimana kelompok sekunder mulai berkembang 







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
  Pada bab ini akan disajikan beberapa kesimpulan yang berkaitan 
dengan pembahasan hasil penelitian. Dari kesimpulan yang ada tersebut akan 
dikemukakan beberapa saran yang kira-kiranya dibutuhkan dan berkaitan 
dengan perumusan masaalah yang diajukan. Dengan demikian diharapkan 
dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait. 
A. Kesimpulan 
  Bab ini akan menyampaikan secara keseluruhan dari hasil analisis 
data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Berdasarkan serangkaian 
studi yang telah dipaparkan khususnya di bagian hasil analisis dan 
pembahasan dapat diberikan suatu kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klasen, diketahui bahwa nilai PDRB 
PerKapita Kabupaten Magelang dan pertumbuhannya lebih rendah dari 
pada nilai PDRB PerKapita dan pertumbuhan Provinsi JawaTengah. Maka 
Kabupaten Magelang diklasifikasikan Daerah Relatif Tertinggal masa 
sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah (1998-2008). 
2. Berdasarkan perhitungan analisis Shift-Share metode klasik, diketahui 
bahwa pada masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah (1998-2000) 
Kabupaten Magelang mengalami pertumbuhan PDRB, besarnya pengaruh 
pertumbuhan provinsi mempengaruhi peningkatan PDRB Kabupaten 
Magelang, Sedangkan pengaruh bauran industri dan pengaruh keunggulan 
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kompetitif telah menurunkan PDRB Kabupaten Magelang. Pada masa 
pelaksanaan otonomi daerah (2001-2008) Kabupaten Magelang juga 
mengalami pertumbuhan PDRB, besarnya pengaruh pertumbuhan Provinsi 
Jawa Tengah mempengaruhi peningkatan PDRB Kabupaten Magelang, 
Sedangkan pengaruh bauran industri dan pengaruh keunggulan kompetitif 
telah menurunkan PDRB Kabupaten Magelang.  
3. Hasil Perhitungan analisis Location Quotients masa sebelum pelaksanaan 
otonomi daerah yaitu tahun 1998-2000, dapat diketahui sektor/subsektor 
ekonomi yang terindentifikasikan sebagai sektor/subsektor basis di 
Kabupaten Magelang, yaitu sektor Pertanian, subsektor Tanaman Bahan 
Makanan, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, subsektor Peternakan, 
subsektor Kehutanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri 
Pengolahan, sektor Bangunan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, 
sektor Pengangkutan dan Komunikasi, serta sektor Jasa-jasa. Sementara 
selama pelaksanaan otonomi daerah yaitu kurun waktu tahun 2001-2008, 
sektor/subsektor yang teridentifikasi sebagai sektor/subsektor basis di 
Kabupaten Magelang, yaitu sektor Pertanian, subsektor Tanaman Bahan 
Makanan, subsektor Tanaman Perkebunan, subsektor Peternakan, 
subsektor Kehutanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Inustri 
Pengolahan, sektor Bangunan, sektor Peragangan, Hotel, dan Restoran, 
sektor Pengangkutan dan Komunikasi, serta sektor Jasa-jasa. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Magelang masa sebelum dan 
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selama otonomi daerah perkembangan sektor basis belum terlihat 
perkembangan yang tingggi.. 
4. Berdasarkan hasil analisis MRP diketahui bahwa sektor/subsektor yang 
memiliki pertumbuhan yang menonjol di Kabupaten Magelang 
dibandingkan sektor/subsektor yang sama di wilayah Provinsi Jawa 
Tengah masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 1998-2000 
adalah sektor Industri Pengolahan, serta subsektor Tanaman Perkebunan 
Rakyat. Sementara selama pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001-2008 
sektor/subsektor yang lebih menonjol pertumbuhannya di Kabupaten 
Magelang dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yaitu subsektor Tanaman 
Perkebunan Rakyat. 
5. Hasil deskripsi kegiatan ekonomi dengan menggunakan alat analisis 
Overlay menunjukkan bahwa masa sebelum dan selama pelaksanaan 
otonomi daerah sektor/subsektor potensial yang dapat ditingkatkan 
kontribusinya untuk dikembangkan di Kabupaten Magelang yaitu sektor 
Listrik, Gas, dan Air Minum.  Disimpulkan bahwa perkembangan sektor 
potensial di Kabupaten Magelang belum optimal, sehingga masih perlu di 
tingkatkan lagi menjadi sektor unggulan.  
B. Saran 
 Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan 
sebelumnya  maka saran yang dapat diberikan  sebagai berikut : 
1. Langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menilai 
status perekonomian daerah yang bergerak dari posisi Daerah Relatif 
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Tertinggal; Daerah Berkembang Cepat; Daerah Maju tapi Tertekan; serta 
Daerah Maju dan Cepat Tumbuh. Maka dengan demikian diharapkan 
Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, dalam 
upaya untuk terus mengembangkan status dan kondisi daerah dari yang 
paling rendah (Daerah Relatif Tertinggal) menuju kondisi yang paling baik 
(Daerah Maju dan Cepat Tumbuh). Upaya tersebut antara lain harus 
mampu mempromosikan daerahnya sehingga menarik minat investor baik 
dalam maupun luar dengan melakukan berbagai perbaikan dari segi 
peningkatan SDM, infrastruktur, birokrasi maupun iklim usaha yang 
kondusif. 
2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dibeberapa sektor 
mampu meningkatkan PDRB. Pemerintah Daerah diharapkan mampu 
mempertahankan sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, 
sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air minum, sektor 
bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan 
dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan serta 
sektor jasa-jasa sebagai sektor yang mampu meningkatkan PDRB dengan 
meningkatkan kualitas produksi dan peningkatan SDM. Sedangkan 
pengaruh bauran industri dibeberapa sektor yaitu sektor pertanian  dan 
sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan telah menurunkan PDRB. 
Begitu juga pengaruh keunggulan kompetitif dibeberapa sektor yang 
antara lain sektor pertanian, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel 
dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, 
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persewaan dan jasa perusahaan telah menurunkan PDRB. Upaya yang 
harus dilakukan untuk sektor-sektor yang telah menurunkan PDRB 
tersebut supaya dapat meningkatkan PDRB yaitu dengan meningkatkan 
kualitas SDM serta memperbaiki teknologi. 
3. Pemerintah Daerah disarankan untuk memperhatikan perkembangan 
sektor basis mengingat peranan sektor tersebut sangat besar bagi 
perekonomian Kabupaten Magelang. Dan diharapkan sebaiknya tetap 
dipertahankan dan ditingkatkan. Pemerintah Daerah harus 
mempromosikan sektor usaha yang menjadi sektor basis keluar daerah 
sehingga untuk menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya 
guna mengembangkan sektor tersebut, serta meningkatkan sektor-sektor 
non basis lainnya agar menjadi  sektor basis. Dengan bergesernya sektor 
non basis menjadi sektor basis, maka dapat mendorong pertumbuhan 
PDRB Kabupaten Magelang. 
4. Upaya pengembangan sektor Listrik, Gas, dan Air Minum sebagai sektor 
potensial dilihat dari tingkat pertumbuhan yang dominan tetapi kontribusi 
rendah diharapkan tidak mengabaikan sektor-sektor lain, sehingga tidak 
terjadi penurunan pertumbuhan pada sektor-sektor yang lain. Pemerintah 
Daerah hendaknya dalam melakukan pembangunan di Kabupaten 
Magelang dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan 
meningkatkan daya saing. Upaya pengembangan sektor sektor Listrik, 
Gas, dan Air Minum dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa 
strategi yang antara lain meningkatkan produktivitas komoditas kedua 
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sektor tersebut serta tetap mempertahankan kualitas dengan memperbaiki 
serta meningkatkan SDM  selain itu pengoptimalan pengelolaan dengan 
memperbaiki teknologi guna menghasilkan kualitas yang lebih baik dan 
dapat bersaing dengan pasar internasional. Peran masyarakat untuk 
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